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ABSTRAK

Fitri Dwizay Dayanti / B 19031014 / 2021 / DISPARITAS KEPUTUSAN
HAKIMI TERHADAP TINDAKAN PIDANA Korupsi (Studi Kasus
NO0.2/PID.SUS-TPK/2020/PN.JMB dan No. 20/PID.SUS-TPK/
2020/PN.JMB) / Dr. Bunyamin Alamsyah, SH, MH sebagai Pembimbing I
dan Dr. Fredricka Nggeboe, SH, MH sebagai Pembimbing II.

Melihat fakta-fakta seperti ini seharusnya pemerintah Indonesia beserta
seluruh aparatur penegak hukum dan masyarakat harus berusaha sungguh-
sungguh menanggulangi ancaman bahaya dari tindak pidana korupsi tersebut.
Berbicara aparaturnya, tindak penengakan hukum terkait dengan tindak pidana
korupsi yang dilakukan secara terus-menurus tetapi outputnya tidak terlalu
dirasakan oleh masyarakat luas ditambah kenyataan penegak hukum dilapang
justru adanya saling tuding dan lempar tanggung jawab diantara kalangan
pemerintah dan terjadi inkosistensi dalam usaha penegakan hukum untuk
memberantas tindak pidana korupsi di Negara Indonesia. Untuk memahami dan
menganalisis mengenai bagaimana hakim memberi putusan terhadap perkara
tindak pidana korupsi Untuk memahami dan menganalisis mengenai faktor-
faktor apasaja yang menyebabkan terjadinta disparitas dalam perkara tindak
pidana korupsi. Ternyata bahwa tanpa pendoman dan prinsip-prinsip yang jelas
diberikan Undang-Undang hukum pidana dalam soal pemindaan, hakim akan
sulit melaksanakan tugasnya dengan baik. Akibat akan dapat menimbulkan
praktek-praktek pemindaan yang sewenang-wenang. Hal ini disebabkan karena
putusan pidana mempunyai konsekuensi yang luas, baik menyakut langsung
terhadap pelaku tindak pidana maupun terhadap masyarakat luas. Dilain pihak
berkaitan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kesempatan
yang diberikam kepada hakim untuk bertindak dalam menjatuhkan pidana
sangtlah luas, sehingga seringkali terjadi perbedaan (disparitas) pidana yang
mencolok sekali. Dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana
korupsi, dalam objek yang sama ini apabila terbukti dan terhadap kasus tersebut
telah ada pernah diputuskan oleh pengadilan, maka hakim dapat mempedomani
putusan hakim yang terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan
telah dijadikan sebagai Yurisprudensi. Hal ini dapat mempermudah bagi hakim
dalam menjatuhkan pidana dalam objek yang sama dan dapat melaksanakan asas
peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana teruang dalam Pasal 4
Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, sehingga
putusan dapat memenuhi rasa keadilan bagi terpidana dan masyarakat pada
umumnya

Kata Kunci : Disparitas, Keputusan Hakim, Korupsi
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ABSTRACT

Fitri Dwizay Dayanti / B 19031014 / 2021 / THE DISPARITY OF THE
JUDGE'S DECISIONS TOWARDS THE CRIMINAL ACTIONS OF
Corruption (Case Study NO. 2/PID.SUS-TPK/2020/PN.JMB and No.
20/PID.SUS-TPK/2020/PN.JMB) / Dr. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.H., as
1st advisor and Dr. Fredricka Nggeboe, S.H., M.H as 2nd advisor.

Seeing facts like this, the Indonesian government and all law
enforcement officials and the public should make serious efforts to overcome the
dangers of corruption. Speaking of the apparatus, law enforcement acts related to
criminal acts of corruption are carried out continuously but the output is not too
felt by the wider community plus the fact that law enforcement in the field is
actually accusing each other and throwing responsibilities between the
government and there is inconsistency in law enforcement efforts to eradicate
corruption in Indonesia. To understand and analyze how judges make decisions
on corruption cases. To understand and analyze what factors cause disparities in
corruption cases. It turns out that without clear guidelines and principles
provided by the criminal law in the matter of prosecution, it will be difficult for
judges to carry out their duties properly. As a result, it can lead to arbitrary
scanning practices. This is because criminal decisions have broad consequences,
both directly affecting the perpetrators of criminal acts and the wider
community. On the other hand, related to the Criminal Code (KUHP) the
opportunity given to judges to act in imposing a sentence is very wide, so that
often there are very striking criminal disparities. In making a decision on a
corruption case, in this same object if it is proven and the case has been decided
by the court, the judge can guide the previous judge's decision which has
permanent legal force and has been used as jurisprudence. This can make it
easier for judges to impose criminal penalties on the same object and can
implement the principles of a simple, fast, and low-cost trial as stated in Article
4 of Law Number 4 of 2004 concerning judicial power, so that decisions can
fulfill a sense of justice for the convict and society in general

Keywords: Disparity, Judge's Decision, Corruption
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BAB I

A. Latar Belakang

Negara kita adalah negara yang berdasarkan hukum (recht staats), tidak
berdasarkan atas pada kekuasaan semata-mata(matcht staats) . didalam negara
hukum menghendaki agar hukum itu ditegakkan baik oleh warga negara,
masyarakat, maupun aparat penengak hukum itu sendiri seperti kepolisian,
kejaksaan, pengadilan, maupun lembaga pemasyarakatan.

Sebagai negara hukum, dimana hukum dipakai sebagai suatu alat yang
bertuyjuam umtuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, dan
kesejahteraan, maka setiap warga negaramempunyai kedudukan yang sama
terutama disidang pengadilan tanpa pandang bulu, tanpa membedakan status
sosial seorang apakah orang kaya, miskin, maupun pejabat.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang dasar tahun 1945
amandemen ketiga secara tegas diatur bahwa : “ negara indonesia adalah negara
hukum”, hal tersebut bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam
kemasyarakatan, kenegaraam dan pemerintah harus senantiasa berdasarkan atas
hukum. Sudikno Martokusumo memberikan pendapatnya mengenai hukum,
yaitu : “ hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia, setiap manusia memiliki
kepentingan yang diharapkan untuk dipenuhi oleh karena itu maka untuk

melindungi setiap kepentingan masyarakat !

'Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Edisi Revisi, Cahaya
Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010. Hlm. 1.
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Masyarakat merupakan tatanan sosial psikologis, yang berati manusia
secara individual menyadari akan adanya sesama manusia. Untuk menghadapi
bahaya yang mengancam dirinya dan agar kepentingan-kepentingan lebih
terlindungi, maka manusia hidup berkelompok dalam masyarakat. Kehidupan
bersama tersebut menyebabkan adanya interaksi, kontak atau hubungan satu
sama lain, mengingat banyaknya kepentingan, tidak mustahil terjadi konflik atau
bentrokan antara sesama manusia karena kepentingannya saling bertentangan,
dalam hal inilah peran hukum menjadi dibutuhkan.?

Kaidah hukum sebagaimana diuraikan diatas merupakan ketentuan atau
pedoman tentang apa yang seyogianya atau seharusnya dilakukan. Pada
hakikatnya kaidah hukum merupakan perumusan pendapat atau pandangan
tentang bagaimana seharusnya atau seseorang bertingkah laku.

Kaidah hukum berisi kenyataan normatif yaitu apa yang seyogianya
dilakukan atau dalam istilah hukum dikenal dengan das Sollen, dan bukan beri
kenyataan alamiah atau peristiwa konkret yang dikenal dengan das Sein, dengan
demikian dalam hukum yang terpenting bukanlah apa yang terjadi, akan tetapi
apa yang seharusnye terjadi.?

Kaidah hukum itu bersifat memerintah, mengharuskan atau preskriptif,
oleh karena itu agar kaidah hukum tidak berfungsi pasif dan untuk membuat
kaidah hukum aktif atau hidup maka diperlukan rangsangan dalam hal peristiwa
kongkret tertentu, kaidah hukum baru dapat aktif, karena dapat diterapkan pada

peristiwa kongkret tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas dapat

2 Ibid, hlm. 3.
3 Ibid, him. 20.
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dipahami bahwa kaidah hukum akan berlaku dengan efektif apabila hukum
tersebut ditetapkan dalam peristiwa nyata, atau dalam hal terjadinya suatu
peristiwa hukum, maka kaidah hukum diterapkan sesuai dengan aturan yang
telah dibentuk untuk mengatasi peristiwa hukum tersebut. Dengan demikian
maka dapat dikatakan bahwa hukum telah terlaksana dengan sebagaimana
apabila penanganan suatu peristiwa hukum telah dilaksanakan sesuai peraturan
perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatannya lebih rendah
maupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparatur penegak
hukum dapat melaksanakannya secara bkonsisten dan tujuan pembentukan
peraturan perUndang-Undangan tersebut dapat tercapai.

Salah satu Undang-Undang yang akan penulis jadian kajian dalam
penelitian ini adalah Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang
pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang ini dibentuk dengan
dasar pertimbangan bahwa :

Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak

hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan

pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara
luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongan sebagai kejahatan
yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Undang-Undang nomor 20 tahun
2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dibentuk dengan harapan

dapat mengembalikan kerugian keuangan negara, memberikan efek jera bagi
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pelaku tindak pidana korupsi serta memberikan rasa takut bagi para pelaku
tindak pidana korupsi. Akan tetapi rumusan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang
nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, justru tidak
mencerminkan upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara,
memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi serta memberikan rasa

takut bagi para pelaku tindak pidana korupsi.

Hal tersebut dapat dilihat dalam perumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-
Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ketentuan kedua Pasal tersebut yaitu mengatur sebagai berikut :

Rumusan Pasal 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan

tindak pidana korupsi, mengatur bahwa:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,
dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara
paling singkat 4 ( empat) tahun dan paling lama 20 ( dua puluh) tahun
dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah).

2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
Yang dimaksud “ keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksud

sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak
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pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya
sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku,pada waktu terjadi
becana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi,

atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Sedangkan rumusan Pasal 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001

Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, mengatur bahwa :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling
singkat 1 ( satu) tahun dan paling lama 20 ( dua puluh ) tahun dan atau
denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah) dan

paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah).

Rumusan Pasal 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang
pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan rumusan Pasal yang dapat
dijatuhkan terhadap orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan kata lain
rumusan tersebut merupakan rumusan yang Pasal wuntuk menjerat
penyelenggaraan negara yang melakukan tindak pidana korupsi, karena tidak
mungkin seorang dapat menyalahgunakan kewenangan apabila tidak memiliki

jabatan atau bukan merupakan seorang penyelenggara negara.
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Tidak  terceminkannya  tujuan  pembentukan  Undang-Undang
pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengutamakan pengembalian
kerugian keuangan negara dan memberikan rasa takut dan efek jera terhadap
pelaku tindak pidana korupsi dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-
Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana tersebut
dapat dilihat dari sanksi pidana bagi setiap orang yang memenuhi unsur Pasal 2
dapat dijatuhi pidana maksimum pidana mati dan pidana minimum paling
singkat 4 tahun. Sementara sanksi pidana bagi setiap orang yang memenuhi
Pasal 3 yaitu anacaman pidana maksimum 20 tahun dan Pasal 3 tersebut tidak

mengatur mengenai ketentuan pidana minimum.

Melihat fakta-fakta seperti ini seharusnya pemerintah Indonesia beserta
seluruh aparatur penegak hukum dan masyarakat harus berusaha sungguh-
sungguh menanggulangi ancaman bahaya dari tindak pidana korupsi tersebut.
Berbicara aparaturnya, tindak penengakan hukum terkait dengan tindak pidana
korupsi yang dilakukan secara terus-menurus tetapi outputnya tidak terlalu
dirasakan oleh masyarakat luas ditambah kenyataan penegak hukum dilapang
justru adanya saling tuding dan lempar tanggung jawab diantara kalangan
pemerintah dan terjadi inkosistensi dalam usaha penegakan hukum untuk

memberantas tindak pidana korupsi di Negara Indonesia*

Mengenai tindak pidana korupsi, kejahatan tersebut tidak akan terjadi

apabila pelaku tindak pidana tidak memiliki kewenangan dalam pemerintah

4 Amir Syamsuddin, Intergitas Penegak Hukum, Kompas, Media Nusantara, Jakarta,
2008. Hlm.3
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sehingga setiap orang dalam rumusan pelaku tindak pidana korupsi tersebut
lebih tepat dialamatkan pada penyelenggara negara. Akan tetapi sanksi pidana
terhadap orang yang memiliki kesempatan lebih besar untuk melakukan tindak

pidana korupsi tersebut justru lebih ringan.

Hakim sebagai pengambil keputusan dalam menjatuhkan hukuman
terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi tentu akan
memperhatikan unsur-unsur Pasal yang terpenuhi terhadap pelaku tindak pidana
korupsi, sehingga apabila pelaku tindak pidana korupsi tersebut merupakan
penyelenggara negara maka ancaman pidanayang dapat dijatuhkan lebih tepat
pada ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang nomor

20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Padahal apabila diperhatikan dengan lebih cermat ketentuan ancaman
pidana didalam Pasal 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang
pemberantasan tindak pidana korupsi jauh lebih berat sehingga penerapan
ancaman Pasal 2 tersebut dirasa lebih dapat memberikan efek jera bagi para
pelaku tindak pidana korupsi, menginggat tindak pidana korupsi merupakan
kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) sehingga untuk mengatasi kejahatan
tersebut maka ancaman pidana maksimum seharusnya diberikan pada setiap
orang yang memiliki kesempatan lebih besar untuk melakukan tindak pidana

tersebut.

Ibaratnya penyakit korupsi di Indonesia telah berkembang dalam tiga

tahap yaitu elitis, endemic, dan sistematik. Pada tahap elitis, korupsi masih
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menjadi patalogi sosial yang khas dilingkungan para elit/ pejabat. Pada tahap
endemic, korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas. Lalu ditahap
yang kritis, ketika menjadi sistematik, setiap individu di dalam sistem terjangkit
penyakit serupa. Boleh jadi penyakit korupsi dibangsaini telah sampai pada

tahap sistematik®

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi ditengah-tengah krisis
multidimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari
kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi dapat dikatagorikan sebagai
permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui
keseimbangan langkah-langkah yang tegas dengan melibatkan semua potensi

yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum?®

Karena dalam ketentuan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang
pemberantasan korupsi, penyelanggara negara berupaya memperingan hukuman
bagi mereka yang lebih memiliki kesempatan besar untuk melakukan tindak
pidana korupsi. Hal tersebut dapat dilihat dari rumusan sanksi pidana dalam
Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana

korupsi.

Sebagai salah satu contoh bahwa ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-
Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

tersebut memiliki unsur politis untuk menyelamatkan penyelenggara negara dari

5 Abu Fida’ Abdur Rafi’, Terapi Penyakit Korupsi Dengan Tazkiyatun Nafis (pencucian
Jiwa), Republika, Jakarta; 2006, hlm. Xxi
6 Ibid, him.2.
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ancaman pidana maksimum hingga hukuman mati dalam perkara tindak pidana
korupsi dapat dilihat dari perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh

pengadilan Tipikor jambi.

Dalam perkara dimana sering kita dengar hakim sering memutus
terhadap perkara yang sama namun ancaman hukuman yang dijatuhkan atau
pidana yang dikenakan terhadap si terdakwa berbeda-beda, seperti dalam tindak
pidana korupsi, kesenjangan atau perbadaan hukuman yang dijatuhkan oleh
hakim tersebut, maka dapat diproses pemeriksaan perkara di persidangan
pengadilan berdasarkan kepada alat-alat bukti, keterangan saksi-saksi dan
keterangan terdakwa, sikap terdakwa selama persidangan berlaku sopan, tidak
berbelit-belit dalam memberikan keterangan, bukan residivis, yang paling utama
dilihat dari tuntunan jaksa penutut umum apakah tuntunan jaksa pada kasus yang
sama atau tidak terhadap kasus yang kedua dalam perkara yang sama, hal
demikian dapat menyebabkan Disparitas dalam memutuskan perkara pada

persidangan dipengadilan nantinya.

Ternyata bahwa tanpa pendoman dan prinsip-prinsip yang jelas diberikan
Undang-Undang hukum pidana dalam soal pemindaan, hakim akan sulit
melaksanakan tugasnya dengan baik. Akibat akan dapat menimbulkan praktek-
praktek pemindaan yang sewenang-wenang. Hal ini disebabkan karena putusan
pidana mempunyai konsekuensi yang luas, baik menyakut langsung terhadap

pelaku tindak pidana maupun terhadap masyarakat luas.
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Dilain pihak berkaitan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) kesempatan yang diberikam kepada hakim untuk bertindak dalam
menjatuhkan pidana sangtlah luas, sehingga seringkali terjadi perbedaan
(disparitas) pidana yang mencolok sekali. Dalam hal ini Muladi dan Barda

Narwawi Arief berpendapat bahwa :

“ Disparitas pidana akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan
“Correction Administration”. Terpidana setelah membandingkan pidana
kemudian merasa menjadi korban “ The Judical Caprie”. Akan menjadi
terpidana yang tidak menghargai hukum, pdahal penghargaan terhadap hukum

tersebut merupakan salah satu target didalam pemidanaan” ’

Lebih lanjut juga dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief
yang mengatakan sebagai berikut :

Dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan
yang sangat dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif
didalam pengancaman pidana dalam Undang-Undang®

Masalah perbedaan penjatuhan pidana ( disparitas pidana ) perlu sekali
mendapat sorotan dan perhatian khusus daripada praktisi hukum serta ilmuan
guna mengadakan penelitian tersebut diatas, agar tidak terjadi kesimpang siuaran
dan penafsiran berbeda oleh masyarakat dan terpidana terhadap seperangkat

hukum pidana.

7 Muladi dan Barda Nawawi Arief, “ Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana”,
Alumni, Bandung. 1992, him. 54.
8 Ibid, hlm.56.
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Didalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan
terhadap anak, terkadang ada kesan putusan yang dijatuhkan seringkali berbeda
(disparitas) terhadap terpidana sehingga dapat menimbulkan perbedaan yang
mencolok dan adanya ketidakadilan bagi terpidana.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana korupsi, dalam
objek yang sama ini apabila terbukti dan terhadap kasus tersebut telah ada
pernah diputuskan oleh pengadilan, maka hakim dapat mempedomani putusan
hakim yang terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah
dijadikan sebagai Yurisprudensi.

Hal ini dapat mempermudah bagi hakim dalam menjatuhkan pidana
dalam objek yang sama dan dapat melaksanakan asas peradilan sederhana, cepat,
dan biaya ringan sebagaimana teruang dalam Pasal 4 Undang-Undang nomor 4
tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, sehingga putusan dapat memenuhi
rasa keadilan bagi terpidana dan masyarakat pada umumnya.

Dari uraian diatas, maka persoalan disparitas pidana dalam objek yang
sama menjadi perhatian khusus dilapangan hukum pidanam karena menyangkut
kepastian hukum yang didambakan oleh terpidana dan masyarakat pada
umumnya demi tegaknya rasa keadilan di negara Republik Indonesia.

Suatu masalah yang muncul dan menimbulkan tanda tanya adalah
penentuan adanya disparitas penjatuhan hukuman dalam tindak pidana korupsi
dalam objek yang sama, hal ini terdapat kekosongan aturab dan ukuran (
parameter) yang baku sebagai pedoman oleh hakim didalam mengambil

keputusan dalam kenisbian hukuman yang sangat erat sekali kaitannya dengan
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integritas seorang hakim yang telah diatur dalam kode etik profesi hakim sebagai
ancaman dan tanggungjawab moral hakim sebagai wajah dan wakil tuhan
dimuka bumi.

Kemampuan dan kemandirian seorang hakim dalam memeriksa dan
mengadili perkara yang ditanganinya dapat dilihat dari kemampuan dan
ketahanan hakim dalam menjaga integritas moral dan komitmen kebebasan
profesinyam dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, sehingga tidak terjadi
disparitas yang mencolok.

Dampak dari permasalahan penentuan adanya disparitas penjatuhan
hukuman tersebut karena tidak adanya suatu ukuran yang baku, maka terjadi
disparitas putusan yang dijatuhkan hakim dalam tindak pidana korupsi pada
objek yang sama. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa putusan Pengadilan
Tipikor Jambi sebagai berikut :

Seperti pada putusan No. 20/PID.SUS-TPK/2020/PN.JMB terdakwa
berisinial S selaku Direktur PT RIMBO PERADUAN terbukti secarah sah
melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhkan pidana penjara 6 tahun dan
denda Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta), dengan ketentuan apabila denda
tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2(dua) bulan dan perkara
No. 22/PID.SUS-TPK/2020/PN.JMB. terdakwa AA selaku Direktur PT.
KALINGGA JAYA SAKTI telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana
korupsi dan dijatuhkan pidana penjara 7 tahun dan denda sejulah 300.000.000,00
(tiga ratus juta), dengan ketentuan apanila denda tersebut tidak dibayar diganti

dengan kurungan selama 2(dua) bulan. Kedua putusan tersebut sama-sama
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merujukan kepada Pasal 2 ayat (1) Jo yang berbunyi setiap orang yang secara
melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain
atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara
paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda
paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.
1,000.000.000(satu miliyar rupiah).

Dikembalikan kepada Penutut Umum untuk dipergunakan dalam perkara
atas nama AA, Uang tunai sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliyar lima ratus
juta rupiah) yang ditransferkan kerekening Virtual Account PT. Bank Mandiri
Tbk. Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 8830659999999920226 seusai bukti
pembayaran 88306 kejagung Nomor transaksi 6752192007071225207871 dan
validasi 12600 1260 0911260005 38 08 tanggal 07/07/2020 melalui Bank
Mandiri (Persero Tbk. Cabang Jakarta Falatehan, diperhitungkan sebagai
pengembalian kerugian keuangan Negara untuk disetorkan ke kas Daerah
Pemerintah Kabupaten Tebo, sedangkan terhadap 1(satu) lembar bukti setor dari
Bank Mandiri (Persero)Tbk. Cabang Falatehan sebesar Rp. 1.500.000.000,00(
satu miliyar lima ratus juta rupiah) tetap terlampir dalam berkas perkara, uang
tunai sebgai titipan dari terdakwa sebesar Rp.3.706.610.664,00 (tiga miliyar
tujuh ratus enam juta enam ratus sepuluh ribu enam ratys enam puluh empat
rupiah) diperhitungkan sebgai pengembalian kerugian keuangan Negara untuk

disetorkan kepada Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tebo, membebankan
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kepada terdakwa untuk membayar perkara sejumlah Rp.10.000 ( sepuluh ribu
rupiah)

Putusan hakim sebagai berikut pada hari dan tanggal tidak dapat diingat
secara pasti, sekira bulan juni tahun 2013 sampai dengan bulan desember tahun
2015 bertempat di Jalan Pal 12- Jalan 21 unit 1 Kecamatan Rimbo Bujang
Kabupaten Tebo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan
pekara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Mahkama Agung
Republik Indonesia No; 153/KMA/S/K/X/2011 tanggal 11 oktober 2011, telah
melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum yaitu
terdakwa dengan sengaja menerima pengalihan seluruh pekerjaan Paket 10
Pengaspalan JalanPal 12- Jalan 21 Unit 1 (multi years) Tahun Anggaran 2013
s/d Tahun Anggaran 2015 dari saksi S selaku Direktu PT. RIMBO PERADUAN
yang merupakan pemenang sebenarnya Paket pekerjaan ditas, hal mana saksi J
selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sekaligus Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) mengetahui bahwa pekerjaan tersebut, kemudian dalam
pelaksanaannya pekerjaan tersebut dilakukan terdakwa tidak seusai dengan
Perpes No.54 tahun 2010 Jo. Perpes 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas
Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa
pemerintah, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau
suatu korporasi yaitu saksi s selaku direktur PT. RIMBO PERADUAN sebesar

Rp. 2000.000.000,00 (dua miliyar rupiah) yang dapat merugikan keuangan
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negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 22.549.218.246,86 (dua puluh dua
miliyar lima ratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan belas ribu dua
ratus empat puluh enam rupiah delapan enam rupiah) atau setidak-tidaknya
sebesar Rp. 5.206.664,39 (lima miliyar dua ratus enam puluh sembilan sen)
bahwa perbuatan yang dilakukan bersama-sama dengan saksi s dan saksi j yang
tidak melaksanakan pekerjaan paket 10 jalan simp km 12 jalan n 21 unit 1 sesuai
syarat-syarat yang tercantum pada dokumen kontrak dan ketentuan Pasal 51 ayat
(2) huruf ¢ dan Pasal 87 ayat (3) Perpes No.54 tahun 2010 Jo, Perpes 70 tahun
2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang
Pengandaan Barang/ Jasa Pemerintah, telah mengakibatkan kerugian Negara
keuangan Pemerintan Kabupaten Tebo, Perbuatan terdakwa sebgaimana diatur
dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No.13 Tahun 1999
tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberanrasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat(1) Ke-1 KUHP.
Penerapan sistem hukum yang ada apakah sudah sesuai dengan kondisi
yang dihadapi sekarang ini yang juga dikaitkan dengan ancaman hukuman
pidana penjara selain peran serta aparat penegak hukum itu sendiri sebagai
barisan terdepan dalam penanganan kasus-kasus korupsi juga diharapkan
mampu melakukan tindak preventif dalam mencegah terjadinya tindak pidana
korupsi. Tanpa tindakan yang nyata dari lembaga-lembaga yang berwenang ini
maka lambat laun akan timbul pandangan apatis dan ketidak percayaan dari

korban pada khususnya serta dari masyarakat pada umumnya terhadap
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keberadaan sistem peradilan pidana sebagai kebijakan penal untuk menghukum
para pelaku tindak pidana korupsi ini.

Bedasarkan fakta-fakta kasus korupsi yang ada, didalam kasus korupsi
dikemukakan ada beberapa faktor-faktornya yaitu ada tambahan besarnya
kerugian yang di timbulkan, aturan-aturan hukum pidana, hal-hal yang
memberatkan dan mengiringankan terdakwa, dan faktor hakimnya sendiri.

Terdapat fenomena unik dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi,
ketika sebuah kasus tindak pidana korupsi telah diputsu dan mendapatkan
kekuatan hukum yang tetap, maka terdapat beragam perbedaan putusan antara
satu perkara tindak pidana korupsi dengan perkara tindak pidana korupsi lainnya
disebut disparitas pemidanaan

Menurut muladi, dipasritas adalah “penerpan pidana (disparity of
sentencing) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama (same
offence) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat
diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas’ menurut harkristuti
Harkrisnowo, disparutas pidana sering diperpespsi publik sebagai bukti
ketiadaan keadilan (societal justice). Kondisi ini tidak dapat dianggap telah
melanggar hukum karena putusan pengadilan masih berada dalam batasan
ancaman pidana'®

Disparitas pemidanaan ini selain mengakibatkan munculnya perasaan

tidak adil bagi terpidana dalam pekara tindak pidana korupsi juga dapat

° Muladi dan Barda Nawawi, teori-teori dan kebijakan pidana, Almni, Bandung, 2005,
Hlm. 52

10 Harkristuti Harksnowo, Rekonstruksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan Terhadap
Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia, dalam majalah KHN Newsletter, Edisi April,
Jakarta, 2003, Hlm. 28
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menyebabkan masyarakat secara luas merasa diperlakukan tidak adil dan
mengurangi kepercayaan masyarakat pada lembaga dan penegak hukum
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk
menuangkannya kedalam karya ilmiah berupa penelitian tesis dengan judul :
“DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI PROYEK PENGASPALAN JALAN PAKET 10 DI
PENGADILAN TIPIKOR JAMBI (Studi Kasus NO. 20/PID.SUS-

TPK/2020/PN.JMB Dan No. 22/PID.SUS-TPK/2020/PN.JMB)“.

B. Perumusan Masalah

Agar dalam uraian penelitian tesis ini nantinya tidak jauh menyimpang
dari pokok permasalahan yang sebenarnya, maka dalam hal ini perlu penulis
batasi pokok permaslahannya yang meliputu sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar hakim memberikan putusan tindak pidana
korupsi  No.20/PID.SUS-TPK/2020/PN.JMB  Dan No.22/PID.SUS-
TPK/2020/PN.JMB di Pengadilan Tipikor Jambi?

2. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya disparitas terhadap putusan
tindak pidana korupsi No.20/PID.SUS-TPK/2020/PN.JMB  Dan
No.22/PID.SUS-TPK/2020/PN.JMB di Pengadilan Tipikor Jambi ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan kepada rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan

penelitian tesis ini adalah :
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1) Untuk memahami dan menganalisis mengenai bagaimana hakim
memberi putusan terhadap perkara tindak pidana korupsi
2) Untuk memahami dan menganalisis mengenai faktor-faktor
apasaja yang menyebabkan terjadinta disparitas dalam perkara tindak
pidana korupsi
2. Manfaat Penelitian
Dengan dilakukannya penelitian tesis ini diharapkan dapat
memberikan manfaat baik secara akademik maupun secara praktis yaitu :
1. Manfaat secara akademis yang diharapkan dalam
penelitian dan penulisan tesis ini adalah dapat menambah
literature tentang analisis orang yang melakukan tindak
pidana korupsi
2. Manfaat secara praktis yang diharapkan dalam penelitian
dan penulisan tesis ini adalah dapat memberikan
kontribusi ~ bahan  pemikiran  terkait = mengenai
pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan
tindak pidana korupsi
D. Kerangka Konseptual
Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran
yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam
penelitian tesis ini, maka Penulis memberikan batasan dari konsep yang
terkait dengan judul ini dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa

istilah yang ada, yaitu sebagai berikut :
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1. Dispartias pidana
Penerapan pidana (disparty of sentencing) dalam halini adalah
penerapan pidana yang tidak sama (same offence) atau terhadap tindak pidana
yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang
jelas'!
2. Putusan pengadilan
Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam
sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau
lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menutut cara yang diatur
dalam hal ini serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.'?
3. Pelaku
Menurut KBBI Pelaku adalah orang yang melakukan sesuatu perbuatan
4. Tindak pidana korupsi
Tindak pidana sebagaimana dalam Undang-Undang nomor 31 tahun
1999 Jo. Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Tentang pemberantas korupsi
5. Proyek Pengaspalan Jalan Paket 10
Berdasarkan surat dakwaan jaksa penutut umum kejaksaan
Tipikor jambi pengaspalan paket 10 adalah pekerjaan pengaspalan jalan

pal 12-jalan 21 unit 1 yang dianggarkan kabupaten tebo

' Muladi dan Barda Nawawi Arief, Pidana dan pemidanaan, (Semarang: FH Unissula
Semarang 2010), hlm. 53.

12 Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara pidana Indonesia,
PT .Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 129
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6. Pengadilan Tipikor

Menurut kamus besar bahasa indonesia pengadilan Tipikor adalah badan
peradilan pada tingkat pertama yang berkuasa mengadili tindak pidana korupsi
dalam daerah hukumnya.'?
7. Jambi

Sebuah kota diindonesia sekaligus merupakan ibu kota provinsi jambi,
indonesia.'*

E. Kerangka Teoritis

Dalam penelitian proposal tesis ini penulis menggunakan beberapa teori
yang dinilai berhubungan dan menunjang dalam penelitian tesis yang penulis
lakukan, diantaranya menggunakan teori sebagai berikut :

1. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang
sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya

mengenai hal-hal sebagai berikut:'>

a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah
melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya

b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang
dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan

apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana

13 https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Tindak Pidana_Korupsi, Pukul 15.23 WIB
tanggal 6 juli 2021.
4 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota Jambi, pukul 18.32 WIB tanggal 31 mei 2021.

15
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c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat
di pidana Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan
atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak
boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas
minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang
lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan
oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa
teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada
beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh
hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu
perkara, yaitu sebagai berikut:'

a) Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-
syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan

kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan

dengan perkara.

b) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi
Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi
atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam
penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan

keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku

16 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, him. 102
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tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan
melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat
dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau
Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan
putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih
ditentukan oleh instink atau instuisi daripada pengetahuan
dari Hakim.

c¢) Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses
penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh
kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan
terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan

hakim.

d) Teori Pendekatan
Pengalaman Pengalaman dari seorang hakim
merupakan hal yang dapat membantunya dalam
menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-

hari.

e) Teori Ratio Decidendi
Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang
mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang

berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan



35

kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang
relevan dengan pokok perkara yang disengketakan
sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta
pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang
jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan
bagi para pihak yang berperkara.
f)  Teori Kebijaksanaan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa
pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut
bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik,
membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat
menjadi manusia yang berguna bagi keluarga,
masyarakat dan bangsanya. Dalam memutus suatu
perkara pidana, hakim harus memutus dengan
seadiladilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang
berlaku.

Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah:!'?
Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor
konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.,

Menambah Undang-Undang apabila perlu.

17 E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Jakarta,
Sinar Harapan, 1980, hlm. 204.
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2. Teori Disparitas
Harkristuti Harkrisnowo berpendapat disparitas pidana  dapat terbagi
beberapa katagori yaitu :'8
a. Tindak pidana yang sama
Mempunyai tindak pidana atau dengan kasus yang sama
dengan Pasal yang sama
b. Mempunyai keseriusan yang sama
Mempunyai tingkat keseriusan dalam tindak pidana yang sama
c. Diputuskan oleh hakim
Tindak pidannya diputuskan oleh satu orang majelis hakim
d. Diputuskan oleh hakim yang berbeda dengan tindak pidana yang
sama.

Tindak pidana yang sama tetapi majelis hakim yang berbeda

Dari pendapat diatas ditemukan disparitas terjadi bukan pada tindak
pidana yang sama tetapi juga pada keseriusan tindak pidananya dan juga dari
putusan hakim baik secara majelis hakim maupun majelis hakim yang berbeda

dengan tindak pidana yang sama.

Dari pendapat Harkristuti Harkrisnowo itulah dapat kita temukan wadah
dimana disparitas tumbuh dan menyejarah dalam penegakan hukum di
Indonesia. Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi

juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan

18 Harkrisnowo, Harkristuti, Rekonstruksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan
Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan Di Indonesia,2003, hal.77.
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hakim, baik satu majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang berbeda untuk
perkara yang sama. Tentu saja kenyataan mengenai ruang lingkup tumbuhnya
disparitas ini menimbulkan inkonsistensi di lingkungan peradilan. Disparitas
pidana tidak hanya terjadi di Indonesia, yang termasuk keluarga hukum Eropa
Kontinental, yang tidak mengenal sistem preseden. Hampir seluruh negara di
dunia rnenghadapi masalah ini. Disparitas pidana yang disebut sebagai the
disturbing disparity of sentencing mengundang perhatian lembaga legislatif serta
lembaga lain yang terlibat dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana untuk
memecahkannya. Menurut Sudarto dalam bukunya Hukum dan Hukum Pidana
yaitu,“KUHPIDANA Indonesia tidak memuat pedoman pemberian pidana
straftoemetingsleiddraad yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh
pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh
hakim dalam menjatuhkan pidana yang ada hanya aturan pemberian pidana

(straftoemetingsleiddraad)”.

Pada nyatanya disparitas menimbulkan tidak keseimbangan putusan

hakim diruang lingkup peradilan.

Pandangan konsep disparitas menurut Harkrisnowo dilandasi oleh
konsep disparitas menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief berikut

penjelasannya : '

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief dispartias adalah tidak ada

batasan disparitas terhadap tindak pidana, namun seharusnya hakim memberi

19 Arief, Barda Nawawi, Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilam
Pidana, Semarang; Universitas Dipengoro, 2005, hal.44
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putusan yang seimbang dan serasi dalam memberi putusan dalam perkara yang

sama demi keadilan masyarakat dan keadilan pidana.

Menurut muladi, disparitas adalah penerapan pidana yang tidak sama
terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat
bahayanya dapat dibandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.?’ Dari
pengertian ini dapat kita ketahui bahwa disparitas itu timbul adanya penjatuhan

suatu hukuman tindak pidana yang sejenis.

Menurut Cheng Molly, disparity of sentencing atau disparitas pidana
adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama
(same offence) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat
diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Faktor-faktor yang

mempengaruhi putusan hakim antara lain :

1. Faktor Intern.

2. Faktor pada undang-undang itu sendiri.
3. Faktor penafsiran.
4. Faktor politik.

5. Faktor sosial.?!

Disparitas pidana dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana yang tidak

sama kepada terpidana dalam kasus yang sama atau kasus yang hampir sama

20 Muladi, Teori-Teori Dan kebijakan Pidana, Bandung, Almuni, 1984, hlm.54
21 1pid, him. 48
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tingkat kejahatannya, baik itu dilakukan bersama-sama maupun tidak tanpa
dasar yang dapat dibenarkan karena alasan yang tidak jelas. Disparitas pidana
yang terjadi mempunyai akibat yang dalam terutama bagi terpidana, yakni
hilangnya rasa keadilan terpidana. Di bidang profesi hakim dalam menjatuhkan
putusan, disparitas adalah kebebasan yang diberikan undangundang kepada
hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan walaupun putusan
tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain.
Kebebasan diberikan kepada hakim karena fakta-fakta persidangan dari satu

perkara berbeda dengan perkara yang lain*

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Pendekatan
Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan
yang digunakan dalam Penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis
Normatif yakni penelitian dengan melihat pelaksanaan suatu peraturan
perundangan-undangan didalam implementasinya terhadap ketentuan-
ketentuan hukum yang berlaku.?® Pendekatan Yuridis Normatif diambil
sebagai pendekatan utama karena dalam penelitian ini karena yang menjadi
perhatian utama adalah mengenai disparitas putusan hakim terhadap pelaku
tindak pidana korupsi proyek pengaspalan jalan paket 10 di pengadilan

Tipikor jambi.

22 Muladi & Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung. 1998.
Him. 23

23 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Cet. Ke-1 (Jakarta : Rineka Cipta,
1996).
Hlm.58.
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1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang bersifat
deskriptif analistis, yaitu penelitian dengan cara menggambarkan
suatu fenomena atau peristiwa hukum tertentu untuk kemudian
dilakukan analisa untuk menemukan inti permasalahan.?*

Dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan dan
menganalisa mengenai bagaimana hakim memberikan putusan
terhadap kasus tindak pidana korupsi dengan kasus yang sama tetapi
dengan putusan yang berbeda .

2. Sumber data
Dalam Penelitian Tesis Penulis mendapatkan sumber data melalui
Sumber melalui penelitian kepustakaan (Library Research) terhadap :

a) Bahan Hukum Primer yaitu merupakan bahan hukum yang
mengikat berupa peraturan PerUndang-Undangan yang
berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2Ibid., hlm. 121
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- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi

- Putusan perkara no. 20/pid.sus-tpk/2020/pn.jmb dan no.
22/pid.sus-tpk/2020/pn.jmb

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang berupa

kajian terhadap buku-buku, koran, tulisan-tulisan ilmiah

berupa makalah, literatur hukum, jurnal hukum, majalah,
artikel dan bahan-bahan tertulis lainnya yang ada kaitannya
dengan masalah yang diteliti.

Bahan Hukum Tertier yaitu bahan hukum yang memberikan

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder, berupa Kamus Hukum

Teknik Analisis Data adalah Penelitian normatif ini data

dianalisis secara kualitatif. Kualitatif adalah data dianalisis

dengan menguraikan data yang diperoleh dengan kalimat
serta penajaman pada logika sehingga data dapat dimengerti
oleh pihak. Dengan demikian gejala-gejala yang timbul dalam
masyarakat akan dihubungkan dengan data perUndang-

Undangan yang berlaku, dan akhirnya ditarik kesimpulan

secara deduktif, yaitu kesimpulan diambil dari hal-hal yang

umum ke khusus.
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Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tesis ini, Penulis menyusun
sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB I : Sebagai Pendahuluan dalam tesis ini dikemukakan mengenai
latar belakang  penelitian, perumusan masalah tujuan  penelitian,
kegunaan penelitian, kerangka Konseptual, Landasan Teoritis, dan
Sistematika penulisan.
BAB II : Mengemukakan tentang Gambaran Umum Mengenai Tindak
Pidana dan Tindak Pidana Korupsi , pada sub babnya membahas mengenai
Defenisi Tindak pidana dan Tindak Pidana Korupsi.
BAB III : Menjelaskan mengenai Tinjauan Umum Mengenai Tindak
Putusan Hakim pada sub babnya berisikan pembahasan antara lain:
Defenisi Putusan Hakim dan Disparitas Putusan Hakim.
BAB IV : Tentang Pertimbangan Hakim dalam Putusan Tindak Pidana
korupsi dan penyebab adanya disparitas putusan hakim perkara tindak
pidana korupsi di pengadilan Tipikor jambi. Bab ini berupaya untuk
menjawab semua rumusan masalah sebagaimana yang terdapat dalam bab I.
BabV  : Merupakan bab Penutup, berisikan kesimpulan sebagai intisari
dari hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan sekaligus sebagai

jawaban atas permasalahan pokok yang dirumuskan dalam tesis ini.
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BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA DAN TINDAK

PIDANA KORUPSI

A. TINDAK PIDANA
1. Pengertian

Pengertian Tindak Pidana Istilah ¢’tindak pidana’’ atau dalam bahasa
Belanda, starfbaarfeit, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam
strafwetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku
di Indonesia.?> Starfbaarfeit dapat diterjemahkan sebagai *’sebagian dari suatu
kenyataan yang dapat dihukum’’, akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat
dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan,
perbuatan ataupun tindakan?®

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari
bahasa latin yakni kata delictum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
tercantum sebagai berikut : “’Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan
hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak

pidana.?’

25 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: PT Refika
Aditama, 2014, hlm. 39

26 P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya
Bakti, 2013, hlm. 42.
27 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Edisi Revisi), Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm. 47



44

Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana memberikan
definisi mengenai delik, yakni : “’Delik adalah suatu tindakan perbuatan yang
terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).”?®

Selanjutnya Moeljatno mengartikan strafbaarfeit sebagai berikut
“’Strafbaarfeit itu sebenarnya adalah kelakuan manusia yang diancam pidana

oleh peraturan perundang-undangan.’*?

Sementara Jonkers merumuskan bahwa:°
“’Strafbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu
melawan hukum (wederrechttelijk) yang berhubungan dengan
kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat
dipertanggungjawabkan.’’

Menurut Pompe, perkataan “’strafbaarfeit’ itu secara teoritis dapat dirumuskan

sebagai:’!
“’Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang
dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh
seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut
adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya

kepentingan umum.’’

28 Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin, Hukum Pidana, Mitra Wacana Media, Jakarta,
201, hlm. 6.

2 Ibid, hlm. 49

30 Ibid, hlm.63

31 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: PT Refika
Aditama, 2014,him.20
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Sedangkan menurut Simons telah merumuskan “’strafbaarfeit’ itu
sebagai suatu:*
“Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau pun
dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas
tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu
tindakan yang dapat dihukum”’.

S.R Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana jelasnya Sianturi
memberikan perumusan sebagai berikut®? :
“Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan
tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh
undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh
seseorang (yang bertanggungjawab).”” Menurut Sarjana hukum di atas istilah
delik (delict) dalam bahasa belanda disebut strafbaarfeit, di mana setelah
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, oleh beberapa sarjana hukum
diartikan secara berlainan sehingga otomatis pengertiannya berbeda.

Berikut adalah 5 kelompok istilah yang lazim digunakan oleh beberapa
sarjana hukum:**
Ke-1: “’Peristiwa pidana’’ digunakan Zainal Abidin Farid, Rusli Efendi,

Utrecht, dan lain-lain;

32 Ibid, hlm. 72
33 Ibid, hlm. 79
3% Ibid, hlm. 89
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Ke-2: “’Perbuatan pidana’’ digunakan pidana oleh Moeljanto dan lain-
lain; Ke-3: “’Perbuatan yang boleh dihukum’’ digunakan oleh H.J Van
Schravendijk dan lain-lain;

Ke-4: “’Tindak Pidana’’ digunakan oleh Wirjono Projodikoro, Soesilo

dan S.R Sianturi dan lain-lain;

Ke-5: “’Delik’” digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid dan Satochid

Karta Negara dan lain-lain.

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Bambang
Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan
lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut: ‘’Bahwa perbuatan pidana adalah
suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam
dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”’>> Adapun
perumusan tersebut yang mengandung kalimat ’aturan hukum pidana’
dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih
mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.
Bambang Poernomo juga berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan
pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan
diancam pidana.’

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam

unsur-unsur yang pada dasarnya terbagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-

35 Ibid, hlm.39
36 Ibid, hlm. 56
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unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.*” Yang dimaksud dengan unsur-unsur

subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri di pelaku atau yang

berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala

sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan

unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan

keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari

si pelaku itu harus dilakukan.*®

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1.

2.

Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
Maksud atau voomemen pada suatu percobaan atau poging seperti
yang dimkasud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat
misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan,
pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti
yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan
menurut Pasal 340 KUHP;
Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di

dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1.

Sifat melawan hukum atau wederrechttelkhelid;

37 Ibid, hlm. 36
38 Ibid, hlm. 72
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2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “’keadaan sebagai seorang
pegawai negeri’’ di dalam kejahatan-kejahatan menurut Pasal 415
KUHP atau “’keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu
perseroan terbatas’ di dalam kejahatan menurut Pasal 396
KUHP; \

3. Kausalitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Perlu diingat
bahwa unsur wederrechttelkhelid itu selalu harus dianggap
sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun
unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak
dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang
bersangkutan.*

Sementara menurut Prof. Moelyatno, S.H. unsur atau elemen perbuatan
pidana terdiri dari:*
1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan;
4. Unsur melawan hukum yang objektif;
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.
Menurut E.Y. Kanter dan S.R Sianturi sebagaimana dikutip oleh Amir
Ilyas bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur-unsur, yaitu:*'

1. Subjek;

%9 Ibid, him. 95
40 Ibid, hlm. 52
4 Ibid, hlm. 42



49

2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan
terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).
3.  Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pada mulanya para ahli hukum itu telah membagi tindak pidana ke dalam
tiga jenis tindakan yang mereka sebut crimina atrocissima, atrocia dan levia
yanng tidak didasarkan pada sesuatu asas tertentu, melainkan halnya di
dasarkan pada berat-ringannya kejahatan, di mana berat-ringannya kejahatan
itu semata-mata hanyalah mereka dasarkan pada berat-ringannya hukuman
yang telah diancamkan terhadap masing-masing kejahatan.*?

Para pembentuk Code Penal tahun 1980 di Prancis lalu membuat suatu
“divison tripartie’> atau suatu pembagian ke dalam tiga jenis
tindakanmelanggar hukum, yang tertuang di dalam Pasal 1C.P. yaitu crime,
(kejahatan) delit (perbuatan) dan contravention (pelanggaran).** Para
pembentuk KUHP berusaha untuk menemukan suatu pembagian yang lebih
tepat mengenai jenis-jenis tindakan melawan hukum yang disebut
‘rechtdelicten’’, yakni delik yang bertentangan dengan hukum yang tidak

3

tertulis dan “’wetsdelicten’’ yakni delik yang memperoleh sifatnya sebagai

42 Ibid, hlm. 26
43 Ibid, hlm. 208
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tindakan-tindakan yang pantas untuk dihukum, karena dinyatakan demikian di

dalam peraturan-peraturan undang-undang.**

Kemudian pembagian dewasa ini dikenal oleh para pembentuk dari

KUHP telah disebut sebagai kejahatan-kejahatan (misdrijven) dalam Buku

kedua KUHP dan pelanggaran-pelanggaran (overtredingen) dalam Buku ketiga

KUHP. Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam

tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana

dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:*

a.

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam
buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Alasan
pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran

Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil
dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana
yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa
larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu.
Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak
memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai
syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan hanya pada perbuatannya.
Tindak pidana materil adalah menimbulkan akibat yang dilarang itulah
yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja

(dolus) dan tindak pidana dengan sengaja (culpa). Tindak pidana

4 Ibid, hlm. 206
4 Ibid, hlm. 29-35
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sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan
kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan, sedangkan tindak
pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya
mengandung culpa.

Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak
pidana aktif dan dapat juga disebut tindak pidana komisis dan tindak
pidana pasif disebut juga tindak pidana omisis. Tindak pidana aktif
adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif.
Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkan diisyaratkan
adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Bagian terbesar
tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana
aktif. Tindak pidana pasif ada 2 (dua), yaitu tindak pidana pasif murni,
yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana
yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa
perbuatan pasif dan tindak pidana pasif tidak murni, yaitu tindak pidana
yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan
dengan cara tidak berbuat aktif atau tindak pidana yang mengandung
suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau
mengakibatkan sehingga akibat itu benar-benar timbul

Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dapat dibedakan antara
tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu
lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus-menerus. Tindak

pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya
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atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut
jugadengan aflopende delicten. Sebaliknya, ada tindak pidana yang
dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu
berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu
masih berlangsung terus-menerus yang disebut dengan voordurende
delicten. Tindak pidana ini juga dapat disebut tindak pidana yang
menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum
dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak
pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana
materil (Buku II dan Buku III). sementara itu, tindak pidana khusus
adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP.
Dilihat dari segi subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana
communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dam
tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh
orang yang berkualitas tertentu). pada umumnya tindak pidana itu
dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang. Akan tetapi,
ada perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh
orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada
kejahatan jabatan) dan nakhkoda (pada kejahatan pelayaran).
Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka
dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak

pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk
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dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya dan tidak diisyaratkan
adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu, tindak aduan adalah
tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih
dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan.

i.  Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, dapat dibedakan
antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana diperberat dan tindak
pidana diperingan. Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana
tertentu yang dibentuk menjadi:

1. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga
disebut dengan bentuk standar;

2. Dalam bentuk yang diperberat;

3. Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya
semua unsur dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang
diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk
pokok itu, melainkan sekadar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau Pasal
bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat
memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan.

a. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak
pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan
hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat

disebutkan misalnya dalam Buku IT KUHP.
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b. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan,
dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.
Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan
sedemkian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana
dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan
saja. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai
adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga
untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku,
diisyaratkan dilakukan secara berulang.

B. TINDAK PIDANA KORUPSI

1. Pengertian

Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial,
budaya, kemasyarakatan dan kenegaraan sudah dikaji dan ditelaah secara kritis
oleh banyak ilmuwan dan filosof. Aristoteles misalnya, yang diikuti oleh
Machiavelli, sejak awal telah merumuskan sesuatu yang disebutnya sebagai
korupsi moral (moral corruption). Korupsi moral merujuk pada berbagai bentuk
konstitusi yang sudah melenceng, hingga para penguasa rezim termasuk dalam
sistem demokrasi, tidak lagi dipimpin oleh hukum, tetapi tidak lebih hanya

berupaya melayani dirinya sendiri.*

Korupsi berasal dari bahasa Latin “Corruptio” atau “Corruptus” yang

kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis “Corruption”, dalam

46 Mansyur Semma, Negara Dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara,
Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2008, hlm. 32
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bahasa Belanda “Korruptie” dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan
sebutan “Korupsi” (Dr. Andi Hamzah, S.H., 1985: 143). Korupsi secara harfiah
berarti jahat atau busuk (Jo.hn M. Echols dan Hassan Shadily, 1977: 149),
sedangkan A.LLN Kramer ST. menerjemahkannya sebagai busuk, rusak, atau
dapat disuapi (A.LNKramer ST, 1997: 62). Oleh karena itu, tindak pidana
korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk, busuk, jahat, rusak atau

suap®’

Dalam Black’s Law Dictionary, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan
dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan
hakhak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya
untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain,
berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain (Black, 1990).
Selama ini istilah korupsi mengacu pada berbagai aktivitas/tindakan secara
tersembunyi dan illegal untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan
pribadi atau golongan. Dalam perkembangannya terdapat penekanan bahwa
korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) atau
kedudukan publik untuk kepentingan pribadi. Huntington menyebutkan bahwa
korupsi adalah perilaku menyimpang dari publik official atau para pegawai dari
norma-norma yang diterima dan dianut oleh masyarakat dengan tujuan untuk

memperoleh keuntungankeuntungan pribadi (Huntington, 1968: 59).48

47 Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Medan: PT. Citra Aditya
Bakti, 2002, hlm. 1.

“ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar & Syarif Fadillah, Strategi Pencegahan dan
Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2008, hlm. 2
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Vito Tanzi mengemukakan bahwa korupsi perilaku yang tidak mematuhi
prinsip, dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau pejabat publik,
keputusan yang dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga yang akan
menimbulkan korupsi, termasuk juga konflik kepentingan dan nepotisme. Dalam
konteks ini, Alatas mengemukakan pengertian korupsi dengan menyebutkan
benang merah yang menjelujuri dalam aktivitas korupsi, yaitu subordinasi
kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup
pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan
kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan kemasabodohan yang luar biasa akan
akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat. Menurutnya, “corruption is the
abuse of trust in the inferest on private gain”, penyalahgunaan amanah untuk

kepentingan pribadi (Alatas, 1999: 7)*

Berdasarkan Transparency International, Korupsi adalah pejabat publik,
atau para pemain politik, atau para Pegawai Negeri yang secara tidak wajar dan
tidak legal memperkaya diri, atau memperkaya orang lain yang ada hubungan
kedekatan dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik atau

wewenang yang dipercayakan mereka>’

Pengertian tindak pidana korupsi menurut Ensiklopedia Indonesia:
Korupsi (berasal dari bahasa Latin, Corruption sama dengan penyuapan; dari
corrumpere sama dengan merusak). Gejala di mana para pejabat badan-badan

negara menyalahgunakan jabatan mereka, sehingga memungkinkan terjadinya

4 Ibid. Hlm,13
0 Tbnu Santoso, Memburu Tikus-tikus Otonom, Gerakan Moral Pemberantasan
Korupsi, Yogyakarta: Gava Media, 2011, hlm. 7.
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penyuapan, pemalsuan serta berbagai ketidakberesan lainnya. Kamus besar
bahasa Indonesia memberikan pengertian tentang “korupsi” sebagai
penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan) untuk

keuntungan pribadi atau orang lain.>!

Keanekaragaman pengertian istilah korupsi seperti tergambar diatas,
dapat mengakibatkan timbulnya kesulitan untuk memberikan jawaban atas
pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan korupsi sebagai sebuah konsep.
Atau dengan perkataan lain, keanekaragaman pengertian istilah korupsi dapat
menimbulkan kesulitan dalam menarik suatu batasan yang serba mencakupi

tentang makna korupsi.>?

Atas dasar pemikiran yang seperti itupulalah, Klitgaard keberatan
membuat suatu defenisi korupsi. Menurut Klitgaard, membuat defenisi korupsi
adalah suatu yang membuang-buang waktu dan lebih baik membahas cara-cara
untuk memberantas korupsi itu sendiri. Korupsi itu ada manakala seseorang
secara tidak halal meletakkan kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat,
serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya. Korupsi muncul dalam
banyak bentuk, dan membentang dari soal sepele sampai pada soal yang amat

besar>>

3! Kristian & Yopi Gunawan, Tindak Pidana Korupsi (Kajian terhadap Harmonisasi
antara Hukum Nasional dan The United Convention Against Corruption (UNCAC)), Bandung:
PT Refika Aditama, 2015 , him. 20

52 Mirza Brwinsyah, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian
Uang (TPPU) Yang Berasal Dari Hasil Penyuapan (analisis putusan nomor:
38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKY.PST) Tesis, FH USU, 2017, hlm. 22

53 Ibid., hlm 23.
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Istilah korupsi sesungguhnya sangat luas, mengikuti perkembangan
kehidupan masyarakat yang semakin kompleks serta semakin canggihnya
teknologi, sehingga memengaruhi pola pikir, tata nilai, aspirasi dan struktur
masyarakat di mana bentuk-bentuk kejahatan yang semula terjadi secara
tradisional berkembang pada kejahatan inkonvensional yang semakin sulit untuk
diikuti oleh norma hukum yang telah ada. Kejahatan inkonvensional menyentuh
segala aspek kehidupan bangsa, mulai dari kepentingan hak asasi, ideologi
negara, hingga lainnya yang menyangkut aspek perekonomian keuangan

negara>*

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Dalam membahas unsur-unsur tindak pidana korupsi maka tidak terlepas
dari unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK.

Pasal 2 UU PTPK menyatakan sebagai berikut :

“’Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4
(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling
sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah) dan paling banyak Rp.

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”’

4 Surachmin & Suhandi Cahaya, Op. Cit., him. 11.
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Berdasarkan bunyi Pasal diatas, maka unsur-unsur tindak pidana korupsi
sebagai berikut:
a. Setiap orang;
b. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
c. Dengan cara melawan hukum;

d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pada Pasal 2 ayat (2) ditambahkan unsur ‘’dilakukan dalam keadaan
tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan’’. Yang dimaksud dengan keadaan
tertentu ialah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan bagi pelaku

tindak pidana korupsi.

Pasal 3 UU PTPK menyatakan sebagai berikut :

“’Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00
(lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyah

rupiah).””
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Berdasarkan bunyi Pasal diatas, maka unsur-unsur tindak pidana korupsi

sebagai berikut:

a. Setiap orang;

b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi;

c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan;

d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

3. JENIS-JENIS TINDAK PIDANA KORUPSI

Menurut Syed Husein Alatas, Guru Besar Universitas Singapura yang
memiliki konsentrasi keahlian dalam tindak pidana korupsi, membagi 7 (tujuh)

bentuk (tipilogi) korupsi dan jenis korupsi, yaitu:>

a. Korupsi transaktif (transactive corruption), jenis korupsi yang
menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan
pihak penerima demi keuntungan kepada kedua belah pihak dan
dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya
melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah;

b. Korupsi perkerabatan (nepotistic corruption) adalah penunjukkan
yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang

jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan

SMispansyah dan Amir llyas, Tindak Pidana Korupsi dalam Doktrin dan
Yurisprudensi, Jakarta: PT rajagrafindo Persada. 2016, Hlm. 28
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perlakuan yang mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk-
bentuk lain, kepada mereka, secara bertentangan dengan norma dan
peraturan yang berlaku;

Korupsi yang memeras (extortive corruption), adalah korupsi yang
dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman,
teror, penekanan (presure) terhadap kepentingan orang-orang dan
hal-hal yang dimilikinya;

. Korupsi investif (investive corruption), adalah perilaku korban
korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka
mempertahankan diri, seperti pemberian barang atau jasa tanpa ada
pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan
yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang;

Korupsi defensif (defensive corruption), adalah pihak yang akan
dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk ini membuat
terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi;

Korupsi otogenik (outogenic corruption), yaitu korupsi yang
dilakukan seorang diri (single fighter), tidak ada orang lain atau pihak
lain yang terlibat;

. Korupsi suportif (supportive corruption), di sini tidak langsung
menyangkut uang atau imbalan dalam bentuk lain. Tindakan-
tindakan yang dilakukan adalah untuk melindungi dan memperkuat

korupsi yang sudah ada.
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Menurut buku KPK, korupsi dirumuskan ke dalam 30 (tiga puluh)
bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana
korupsi tersebut kemudian dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) macam, yaitu

sebagai berikut:

1) Perbuatan merugikan keuangan negara
Korupsi yang terkait dengan merugikan keuangan atau
perekonomian negara ada dua Pasal, yaitu Pasal 2 UU PTPK tentang
perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain
atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara dan Pasal 3 UU
PTPK tentangmenyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri
sendiri, orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara.
2)  Suap-menyuap
Korupsi yang terkait dengan suap menyuap, yaitu menyuap
Pengawai Negeri; memberi hadiah kepada Pegawai Negeri karena
jabatannya; Pengawai Negeri menerima suap; menyuap Hakim;
menyuap Advokat; Hakim dan Advokat yang menerima suap; Hakim
yang menerima suap; Advokat yang menerima suap. Pasal-Pasal yang
mengatur suap menyuap dalam UU PTPK antara lain:
a. a.Pasal 5 ayat (1) hurufa
b. Pasal 5 ayat (1) huruf b
c. Pasal 13

d. Pasal 5 ayat (2)

36 KPK, Memahami untuk Membasmi, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006,
him. 19
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e. Pasal 12 hurufa
f. Pasal 12 hurufb
g. Pasal 11
h. Pasal 6 ayat (1) huruf a
i. Pasal 6 ayat (1) hurufb
j. Pasal 6 ayat (2)
k. Pasal 12 hurufc
1. Pasal 12 hurufd
3) Penggelapan dalam jabatan
Korupsi yang terkait penggelapan dalam jabatan yaitu Pegawai
Negeri yang menggelapkan uang atau yang membiarkan penggelapan;
Pegawai Negeri yang memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi;
Pegawai Negeri merusakkan bukti; Pegawai Negeri yang membiarkan
orang lain merusakkan bukti; Pegawai Negeri yang membantu orang lain
merusakkan bukti. Pasal-Pasal yang mengatur penggelapan dalam
jabatan dalam UU PTPK antara lain:
a. Pasal 8
b. Pasal 9
c. Pasal 10 hurufa
d. Pasal 10 hurufb

e. Pasal 10 hurufc



64

4) Pemerasan

Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan, yaitu Pegawai
Negeri memeras; Pegawai Negeri memeras Pegawai Negeri lain. Pasal-
Pasal yang mengatur pemerasan dalam UU PTPK antara lain:

a. Pasal 12 hurufe

b. Pasal 12 huruf g

c. Pasal 12 huruf f
5) Perbuatan curang

Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang, yaitu pemborong
berbuat curang; pengawas proyek membiarkan perbuatan curang/ rekanan
TNI/POLRI berbuat curang; pengawas rekanan TNI/POLRI membiarkan
perbuatan curang; penerima barang TNI/POLRI membiarkan perbuatan
curang; Pegawai Negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan
orang lain. Pasal-Pasal yang mengatur perbuatan curang dalam UU PTPK
antara lain:

a. Pasal 7 ayat (1) hurufa

b. Pasal 7 ayat (1) huruf b

c. Pasal 7 ayat (1) hurufc

d. Pasal 7 ayat (1) hurufd

e. Pasal 7 ayat (2)

f. Pasal 12 hurufh
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6) Benturan kepentingan dalam pengadaan
Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam
pengadaan terdapat dalam Pasal 12 huruf i, yaitu Pegawai Negeri turut
serta dalam yang diurusnya.
7) Gratifikasi
Korupsi yang terkait dengan gratifikasi terdapat dalam Pasal 12 B jo.

Pasal 12 C, yaitu Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang

menerima gratifikasi dan tidak melapor kepada KPK dalam jangka waktu

30 hari sejak diterimanya gratifikasi

4.  Sebab — Sebab Tindak Pidana Korupsi

Sebelum suatu bangsa melakukan suatu tindakan untuk penanggulangan
korupsi, ada baiknya apabila terlebih dahulu pemerintah dari bangsa yang
bersangkutan mencari lebih dahulu faktor-faktor apa sebenarnya yang
menyebabkan atau yang mendorong timbulnya korupsi di negara tersebut,
sehingga nantinya tindakan yang diambil tersebut merupakan tindakan yang
tepat.

Apabila kita merenungkan sejenak untuk memikirkan apakah sebenarnya
yang menyebabkan timbulnya korupsi itu di negara kita ini. Untuk itu penulis
memberanikan diri untuk memberi jawaban. Tindak korupsi bukanlah peristiwa
yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya
kompleks.

Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, juga

berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan
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korupsi. Menurut Sarlito W. Sarwono dalam berita yang ditulis oleh Masyarakat
Transparansi Indonesia, tidak ada jawaban yang persis, tetapi ada dua hal yang
jelas, yakni :
1. Dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat,
kehendak dan sebagainya),
2. Rangsangan dari luar (dorongan teman-teman, adanya
kesempatan, kurang kontrol dan sebagainya®’
Andi Hamzah dalam disertasinya menginventarisasikan beberapa
penyebab korupsi, yakni :
1. Kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan
yang makin meningkat;
2. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang
merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi,
3. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif
dan efisien, yang memberikan peluang orang untuk korupsi;

4. Modernisasi pengembangbiakan korupsi®

Analisa yang lebih detil lagi tentang penyebab korupsi diutarakan oleh
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam bukunya

berjudul "Strategi Pemberantasan Korupsi," antara lain :

1. Aspek Individu Pelaku

a. Sifat tamak manusia

57 Masyarakat Transparansi Indonesia, Atip://www.transparansi.ot.id, Diakses tanggal
19 Juni 2021
8 1bid, Hlm.5



67

Kemungkinan orang melakukan korupsi bukan karena
orangnya miskin atau penghasilan tak cukup. Kemungkinan
orang tersebut sudah cukup kaya, tetapi masih punya hasrat besar
untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku
semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan
rakus.

. Moral yang kurang kuat

Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah
tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari
atasan, teman setingkat, bawahannya, atau pihak yang lain yang
memberi kesempatan untuk itu.

. Penghasilan yang kurang mencukupi

Penghasilan seorang pegawai dari suatu pekerjaan
selayaknya memenuhi kebutuhan hidup yang wajar. Bila hal itu
tidak terjadi maka seseorang akan berusaha memenuhinya dengan
berbagai cara. Tetapi bila segala upaya dilakukan ternyata sulit
didapatkan, keadaan semacam ini yang akan memberi peluang
besar untuk melakukan tindak korupsi, baik itu korupsi waktu,
tenaga, pikiran dalam arti semua curahan peluang itu untuk
keperluan di luar pekerjaan yang seharusnya.

. Kebutuhan hidup yang mendesak \
Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang

mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu
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membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas
diantaranya dengan melakukan korupsi.

e. Gaya hidup yang konsumtif Kehidupan di kota-kota besar
acapkali mendorong gaya hidup seseong konsumtif.

Perilaku konsumtif semacam ini bila tidak diimbangi
dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang
seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi
hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan
korupsi.

f. Malas atau tidak mau kerja

Sebagian orang ingin mendapatkan hasil dari sebuah
pekerjaan tanpa keluar keringat alias malas bekerja. Sifat
semacam ini akan potensial melakukan tindakan apapun dengan
cara-cara mudah dan cepat, diantaranya melakukan korupsi.

g. Ajaran agama yang kurang diterapkan

Indonesia dikenal sebagai bangsa religius yang tentu akan
melarang tindak korupsi dalam bentuk apapun. Kenyataan di
lapangan menunjukkan bila korupsi masih berjalan subur di
tengah masyarakat. Situasi paradok ini menandakan bahwa ajaran

agama kurang diterapkan dalam kehidupan.
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2. Aspek Organisasi

a.

Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan

Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun
informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Bila
pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik di hadapan
bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar
bawahnya akan mengambil kesempatan yang sama dengan
atasannya.
Tidak adanya kultur organisasi yang benar

Kultur organisasi biasanya punya pengaruh kuat terhadap
anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik,
akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif mewarnai
kehidupan organisasi. Pada posisi demikian perbuatan negatif,
seperti korupsi memiliki peluang untuk terjadi.
Sistim akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang
kurang memadai

Pada institusi pemerintahan umumnya belum merumuskan
dengan jelas visi dan misi yang diembannya dan juga belum
merumuskan dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam
periode tertentu guna mencapai misi tersebut. Akibatnya,
terhadap instansi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah
instansi tersebut berhasil mencapai sasaranya atau tidak. Akibat

lebih lanjut adalah kurangnya perhatian pada efisiensi
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penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini
memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk praktik
korupsi.
d. Kelemahan sistim pengendalian manajemen
Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat
bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi.
Semakin longgar/lemah pengendalian manajemen sebuah
organisasi akan semakin terbuka perbuatan tindak korupsi
anggota atau pegawai di dalamnya.
e. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi
Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak
korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi.
Akibat sifat tertutup ini pelanggaran korupsi justru terus berjalan
dengan berbagai bentuk.
3. Aspek Tempat Individu dan Organisasi Berada
a. Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi.
Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat.
Misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan
yang dimilikinya. Sikap ini seringkali membuat masyarakat tidak
kritis pada kondisi, misalnya dari mana kekayaan itu didapatkan.
b. Masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama korupsi
Masyarakat masih kurang menyadari bila yang paling

dirugikan dalam korupsi itu masyarakat. Anggapan masyarakat
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umum yang rugi oleh korupsi itu adalah negara. Padahal bila

negara rugi, yang rugi adalah masyarakat juga karena proses

anggaran pembangunan bisa berkurang karena dikorupsi.
Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Setiap
korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat.

Hal ini kurang disadari oleh masyarakat sendiri. Bahkan
seringkali masyarakat sudah terbiasa terlibat pada kegiatan
korupsi sehari-hari dengan cara-cara terbuka namun tidak
disadari.

Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah
dan diberantas bila masyarakat ikut aktif

Pada umumnya masyarakat berpandangan masalah
korupsi itu tanggung jawab pemerintah. Masyarakat kurang
menyadari bahwa korupsi itu bisa diberantas hanya bila
masyarakat ikut melakukannya.

Aspek peraturan perundang-undangan

Korupsi mudah timbul karena adanya kelemahan di dalam
peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup adanya
peraturan yang monopolistik yang hanya menguntungkan kroni
penguasa, kualitas peraturan yang kurang memadai, peraturan
yang kurang disosialisasikan, sanksi yang terlalu ringan,

penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, serta
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lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan

perundangundangan.’

9

Evi Hartanti menyebutkan faktor lainnya yang menyebabkan

terjadinya korupsi adalah :

Lemahnya pendidikan agama dan etika.

Kolonialisme, suatu pemerintahan asing tidak menggugah
kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk
membendung korupsi.

Kurangnya pendidikan, namun kenyataannya sekarang
kasus-kasus korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh
koruptor yang memiliki kemampuan intelektual yang
tinggi, terpelajar dan terpandang sehingga alasan ini dapat
dikatakan kurang tepat.

Kemiskinan, pada kasus korupsi yang merebak di
Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan
melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah dari
kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat.
Tidak adanya sanksi yang keras.

Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti
korupsi.

Struktur pemerintahan.*

59 Ibid., hal. 2-3.
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BAB III

TINJAUAN KHUSUS MENGENAI TINDAK PUTUSAN HAKIM DAN

DISPARITAS

A. PENGERTIAN PUTUSAN HAKIM

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan
nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum
atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas,
dan moralitas dari hakim yang bersangkutan®!

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang
pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari
segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-
undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum
jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Menurut Lilik Mulyadi, dengan
berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan:
“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan
perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan
prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau
bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis

dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”?

60 Bvi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 8.

6! Lilik Mulyadi, 2010, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana
Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.129

62 Lilik Mulyadi, Op Cit, hlm. 131
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1.  Tugas dan Kewajiban Hakim

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan
dalam proses keadilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang
menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk
memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.®
2. Fungsi dan Tugas Hakim

Didalam Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
disebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang
oleh Undang-undang untuk mengadili. Dengan demikian fungsi seorang hakim
adalah seorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan
atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan®

Dalam peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum,
menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan
demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan
mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, seperti yang
diatur dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman tercantum pada Pasal 1

Undang-Undang Nomor 48 Tahum 2009.

6 Mujahid A. Latief, 2007, Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid 1I),
Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, him. 283

6 Lilik Mulyadi, 2010, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik,
Teknik Penyusunan dan Permasalahannya, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 120
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3. Kewajiban Hakim
Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili),
mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan
memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak
disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 ayat
(9) KUHAP, hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan
hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap
mengetahui hukum (curialus novit). Jika aturan hukum kurang jelas maka ia
harus menafsirkannya®
Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali,
mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup
dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana,
hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa
(Pasal 28 UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009). Seorang hakim wajib
mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga
sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri
meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa
advokat, atau panitera (Pasal 30 ayat (1) UU No. 4/2004 Jo. UU No.
48/2009). Hakim Ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus
menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh para penggugat dan
tergugat atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHAP). Didalam praktik ada

kalanya hakim menggunakan bahasa daerah jika yang bersangkutan masih

8 Ibid, him. 122
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kurang paham terhadap apa yang diucapkan atau ditanyakan si hakim.
Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009
yang menyatakan bahwa: dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib
menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang
sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan®®
4. Asas Putusan Hakim
Dalam pembahasan selanjutnya akan diawali dengan uraian mengenai
asas-asas yang semestinya ditegakkan dalam setiap putusan. Asas-asas ini
dijelaskan dalam Pasal 178 H.LLR, Pasal 189 R.Bg. dan beberapa pasal yang
terdapat dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Kekuasaan Kehakiman
b) Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci

Berdasarkan asas ini setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus
bedasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Karena putusan yang tidak
memenuhi ketentuan itu dikatagorikan putusan yang tidak cukup
pertimbangannya.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun
2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu bahwa segela putusan pengadilan
harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, serta mencatumkan
Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan
dengan pekara yang diputus atau bedasarkan sumber hukum lainnya, baik
yang tertulis, seperti yurisprudensi atau doktrin hukum, maupun yang tidak

tertulis, seperti hukum kebiasaan atau hukum adat. Bahkan menurut Pasal 178

% Jbid, him. 123
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ayat (1) H.LR, hakim karena jabatannya atau secara ex offico®’, wajib
mencakup segala akasan hukum yang tidak dikemukkan para pihak yang
berpekara. Artinya bahwa dalam hal ini hakim harus dapat menemukan
hukum yang tepat guna mencukupi segala alasan-alasan dan dasar-dasar
hukum dalam putusan sekiranya hal tersebut tidak dikemukkan oleh para
pihak yang berpekara. Dan untuk memenuhi kewajiban itu, Pasal 28 ayat (1)
Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman
memerintahkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib mengali,
mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
Sehingga dalam hal ini hakim beperan dan bertindak sebagai perumusan dan
penggali nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat®®
Bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal yang dikemukkan diatas, putusan
hakim yang tidak dapat cukup pertimbangan adalah masalah yuridis,
Akibatnya, putusan hakim yang seperti itum dapat dibatalkab pada tingkat
kasasi.®
c) Wajib mengadili seluruh bagian gugatan
Asas ini sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) H.LR,
Pasal 189 ayat (2) R.Bg.dan Pasal 50 Rv. Dimana dalam setiap putusannya
hakim harus secara menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugutan
yang diajukan. Hakim tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian
saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya. Karena cara mengadili yang

demikian bertentangan dengan asas yang digariskan Undang-Undang.

87 Ibid, Hlm. 43
%8 Ibid, Hlm. 798
% Ibid, Hlm. 800
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Akibatnya, seperti pada asas sebelumnya, bahwa putusan hakim yang seperti
itu dapat dibatalkan pada tingkat selanjutnya’®
Akan tetapi, tidak selamanya kelalaian atas kewajiban untuk
menengakkan asas ini mengakibatkan putusan batal. Adakalanya secara
kasuistik, cukup diperbaiki pada tingkat selanjutnya. Namun demikianlah,
terlepas dari keboleham tingkat selanjutnya memperbaiki kelalaian putusan
yang tidak mengadili dan memutus seluruh gugatan, prinsip umum yang
harus tetap ditegakkan, kelalaian itu tetap dapat menjadi dasar untuk
membatalkan putusan. Karena kebolehan itu tetap dapat menjadi dasar untuk
membatalkan putusan. Karena kebolehan memperbaiki secara kasuistik,
apabila kelalaian itu hanya mengenai kealpaan mencantumkan amar putusan’!
d) Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan
Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukkan
dalam gugatan. Larangan ini disebut wultra petitum partium. Asas ini
ditegaskan dalam Pasal 178 ayat (3) H.LLR, Pasal 189 (3) R.Bg. dan Pasal 50
Rv.

Menurut asas ini hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun
petitum gugat, dianggap telah melampui batas wewenang atau ultra vires yakni
bertindak melampui wewenangnya (beyons the powers of his authority). Dengan
demikian, apabila suatu putusan mengandung ultra petitum, harus dinyatakan
cacat (invalid) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (good faith)

maupun sesuai dengan kepentingan umum (public interest). Hal ini mengingat

0 Ibid, Hlm. 801
" Ibid, Hlm. 802
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bahwa peradilan perdata semata-mata hanya sebagai sarana penyelesaian
sangketa antara kedua belah pihak guna melindungi kepentingan para pihak
yang bersengketa, bukan untuk kepentingan umum, hal ini serupa dengan yang
disampaikan oleh R. Soepomo yang menganggap peradilan perdata sebagai
urusan kedua belah pihak semata-mata dimana hakim harus bertindak pasif’*> dan
yahya harahap beranggapan bahwa mengadili dengan cara mengabulkan
melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak
sah (ilegal). Sehingga menurutnya, hakim yang melanggar prinsip ultra petitum
sama dengan pelanggaran terhadap prinsip rule of law’*karena tindakan itu tidak
sesuai dengan hukum, padahal menurut prinsip rule of law semua tindakan
hakim harus sesuai dengan hukum’*

Sementara itu, Mahkama Agung dalam salah satu putusannya menyatakan
bahwa dimungkinkan mengabulkan gugatan yang melebihi permintaan
sepanjang masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan atau
didasarkan pada petitum subsidair yang berbentuk ex aequo et bono. Namun
perlu diingat, penerapan yang demikian sangat kasuistik. Akan tetapi, dalan hal
gugatan mencatumkan petitum primair dan subsidair secara terpinci satu persatu,
maka hakim hanya dibenarkan memilih salah satu diantaranya, apakah
mengabulkan seluruh atau sebagian petitum primair atau subsidair’®

Selain itu, dalam hal ini perlu diingatkan bahwa asas ini tidak hanya

melarang hakim untuk menjatuhkan putusan yang mengabulkan melebihi

2 R.Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negri, cet.13, Jakarta, PT. Pradnya
Paramita, 1994, HIm. 92
3 Ibid, Him. 168
4 Ibid, Him. 169
75 Ibid, Him. 802
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tuntutan, melainkan juga putusan yang mengabulkan suatu yang sama sekali
tidak diminta dalam tuntutan, karena hal tersebut nyata-nyata melanggar asas
Ultra petitum, sehingga mengakibatkan putusan itu harus dibatalkan pada
tingkat selanjutnya’®
e) Diucapkan di muka umum

Prinsip putusam diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk
umum atau di muka umum, ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 4
Tahum 2004 Tentang Kekusasaan Kehakiman, Yaitu:

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum
apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Hal ini tidak terkecuali
terhadap pemeriksaan yang dilakukan dalam sidang tertutup. Khususnya dalam
bidang hukum keluarga, seperti misalnya perkara perceraian. Sebab meskipun
peraturan perUndang-Undangan membenarkan pekara perceraian diperiksa
secara tertutup, namun Pasal 34 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975
menegaskan bahwa putusan gugatan harus tetap diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum. Bersifat memaksa ( Imperatief)’’, sehingga tidak dapat
dikesampingkan, mengingat pelanggaran atas prinsip keterbukaan ini
mengakibatkan putusan yang dijatuhkan menjadi tidak sah atau tidak
mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana yang ditegaskan oleh
Mahkamah Agung melalui S.E.M.A No 4 Tahun 1974 yang dikeluarkan pada

tanggal 16 September 1974.

76 Ibid, Hlm 803
7 Ibid, Hlm 88
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Adapun yang perlu diperhatikan kemudian dalam prinsip keterbukaan ini
adalah tempat ditegakkannya prinsip ini. Bedasarkan S.E.M.A yang sama,
Mahkamah Agung menegaskan bahwa prinsip keterbukaan ini harus dilakukan
di dalam ruangan sidang yang berada pada lingkungan gedung pengadilan yang
telah ditentukan untuk itu, bukan diruangan lainnya meskipun masih berada
dalam lingkungan gedung pengadilan yang telah ditentukan untuk itu, bukan
diruangan lainnya meskipun masih berada dalam lingkungan gedung pengadilan,
seperti ruang kerja hakim atau ruang administrasi,’® karena hal itu merupakan
pelanggaran tata tertib beracara yang digariskan Pasal 121 ayat (1) H.LLR. dan
Pasal 20 Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yang
menentukan pengucapan putusan dilakukan secara terbuka didalam sidang
pengadilan.

Selanjutnya, dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, maka
timbul permaslahan terhadap penegakkan prinsip keterbukaan tersebut, yaitu
sampai sejauh mana prinsip keterbukaan itu dapat ditegakkan? Apakah makna
keterbukan itu, meliputi kebolehan menyiarkan atau menayangkan proses
pengucapan putusan langsung dari ruang sidang pengadilan? Terhadap
pertanyaan itu telah dikemukakan suatu argumentasi, bahwa prinsip keterbukaan
itu tidak lepas kaitannya dengan kebebasan mendapatkan informasi (the freedom
of information) dimana setiap orang atau warga negara berhak untuk
memperoleh informasi yang luas dan akurat tentang penyelenggaraan kekuasaan

kehakiman ( judicative power ) yang tiada lain daripada pelaksanaan kekuasaan

8 Ibid, Hlm 805
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negara dibidang peradilan (judical power of state) dalam menyelesaikan suatu

pekara.”

Bedasarkan argumentasi diatas, maka seharusnya setiap negara, termasuk
indonesia, memperbolehkan penyiaran atau penayangan radio dan televisi
langsung dari ruangan pengadilan. Akan tetapi, kebolehan itu tentunya tidak
bersifat absolut. Harus terdapat pembatasan yang harus ditaati sehimgga proses
persidangan tetap dapat berjalan dengan baik. Pembatasan yang dimaksud antara

lain :

1) Pemasangan kamera televisi tidak boleh menganggu jalannya proses
persidangan

2) Harus lebih mengutamakan laporan yang akurat daripada
mengedepankan liputan yang bersifat dan bernilai hiburan

3) Tidak membenarkan menyorot atau menayangkan saksi yang harus

dilindungi®

Banyak yang berpendapat bahwa proses persidangan yang disiarkan atau
ditayanglan melalui radio dan televisi langsung dari ruangan sidang pengadilan,
dapat mendorong hakim yang memeriksa pekara untuk lebih bersikap adil dan

tidak sewenang-wenang®'

" Ibid, Hlm. 806
8 Ibid, Him. 806-807
81 Ibid, Hlm. 807
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B. PENGERTIAN DISPARITAS

Menurut muladi, disparitas adalah penerapan pidana yang tidak sama
terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat
bahayanya dapat dibandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.’? Dari
pengertian ini dapat kita ketahui bahwa disparitas itu timbul adanya penjatuhan
suatu hukuman tindak pidana yang sejenis.

Menurut Molly Cheang, disparitas pidana adalah bahwa penerapan
pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifatnya bahayanya
dapat dibandingkan tanpa dasar pertimbangan yang jelas.’

Lebih spesifik dari pengertian itu, menurut Harkristuti Harkrisnowo
Disparitas diprespsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (Soscietal Justice).
Sayangnya, secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah
melanggar hukum, meskipun seringkali orang melupakan bahwa elemen
“keadilan” pada dasarnya harus melekat pada dasarnya harus melekat pada
putusan yang diberikan oleh hakim®*

Berdasarkan pengertian di atas dapatlah dikatakan bahwa disparitas
pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak
pidana yang sejenis. Dalam konteks ini tentunya dalah hukuman yang dijatuhkan
oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa

figur hakim didalam hal timbulnya disparitas pemidaan sangat menentukan.

82 Muladi, Teori-Teori Dan kebijakan Pidana, Bandung, Almuni, 1984, hlm.54
83 Muladi, Lembaga Pidaba Bersyarat, Bandung, Almuni,2008, Hlm. 119

8 Harkristuti Harkrsnowo, Rekontruksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatam
Terhadap Proses Legislasi Dan Pemidanaan Diindonesia, Dalam Majalah Khn Newsletter, Edisi
April 2003, Jakarta, Him. 28
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Oleh karena itu Harkrisnowo mengatakan disparitas pidana dapat terjadi dalam

beberapa katagori, yaitu:

1.

2.

Disparitas antara pidana yang sama

Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan
yang sama

Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim

Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang

berbeda untuk tindak pidana yang sama %

Berdasrakan pendapat diatas, dapatlah dikatakan bahwa wadah dimana

disparitas tumbuh dan menyerah dalam penegakan hukum diindonesia.

Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada

pada ketingkatan keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan

hakim, baik suatu majelis hakim maupun majelis hakim yang berbeda untuk

perkara yang sama. Tentu saja kenyatan mengenai ruang lingkup peradilan.

Dalam hal ini faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas

pidana adalah tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam

menjatuhkan pidana. Oleh karena itu Sudarto mengatakan :

Bahwa pedoman pemberian pidana akan memudahkan dalam
menetapkan pemidananya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah
melakukan perbuatan yang didakwaakan kepadanya. Pedoman
pemberian pidana itu memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai
hal-hal yang berkaitan dengan sipelaku tindak pidana sehingga dengan

memperhatikan hal-hal tersebut penjatuhan pidana lebih profesional

8 Ibid, 2003, hlm.29
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dan lebih pahami mengapa pidannya seperti hasil putusan yang

dijatuhkan oleh hakim. 3

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman dan penjelasannya. Disparitas itu artinya perbedaan.
Demikian definisi disparitas yang dijelaskan oleh Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI) yang penulis akses dari laman Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan RI. Oleh karena itu, disparitas menjadi kebalikan dari asas hukum
secara umum yaitu adanya persamaan di muka hukum (equality before the
law).

Disparitas pidana dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana yang tidak
sama kepada terpidana dalam kasus yang sama atau kasus yang hampir sama
tingkat kejahatannya, baik itu dilakukan bersama-sama maupun tidak tanpa
dasar yang dapat dibenarkan karena alasan yang tidak jelas. Disparitas pidana
yang terjadi mempunyai akibat yang dalam terutama bagi terpidana, yakni
hilangnya rasa keadilan terpidana. Di bidang profesi hakim dalam menjatuhkan
putusan, disparitas adalah kebebasan yang diberikan undangundang kepada
hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan walaupun putusan
tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain.
Kebebasan diberikan kepada hakim karena fakta-fakta persidangan dari satu

perkara berbeda dengan perkara yang lain®’

8 Sudarto, Kapita seleckta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1968. Hlm. 9
87 Muladi & Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung. 1998.
Hlm. 23
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Lebih spesifik dari pengertian itu, menurut Harkristuti Harkrisnowo,
disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:
1. Disparitas antara tindak pidana yang sama.
2. Disparitas antara tindak tindak pidana yang mempunyai
tingkat keseriusan yang sama.
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis

hakim®®

Dari pendapat Harkristuti Harkrisnowo itulah dapat kita temukan wadah
dimana disparitas tumbuh dan menyejarah dalam penegakan hukum di
Indonesia. Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi
juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan
hakim, baik satu majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang berbeda untuk
perkara yang sama. Tentu saja kenyataan mengenai ruang lingkup tumbuhnya
disparitas ini menimbulkan inkonsistensi di lingkungan peradilan. Disparitas
pidana tidak hanya terjadi di Indonesia, yang termasuk keluarga hukum Eropa
Kontinental, yang tidak mengenal sistem preseden. Hampir seluruh negara di

dunia rnenghadapi masalah ini.

Disparitas pidana yang disebut sebagai the disturbing disparity
osentencing mengundang perhatian lembaga legislatif serta lembaga lain yang

terlibat dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana untuk memecahkannya.

88 Harkristuti Harkrisnowo. 2003. Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan
Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia. Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru
Besar Tetap dalam llmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang
Universitas Indonesia
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Menurut  Sudarto  dalam  bukunya Hukum dan Hukum Pidana
yaitu, "KUHPIDANA Indonesia tidak memuat pedoman pemberian pidana
straftoemetingsleiddraad yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh
pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh
hakim dalam menjatuhkan pidana yang ada hanya aturan pemberian pidana

(straftoemetingsleiddraad)”.

Disparitas pidana juga dapat terjadi pada pemidanaan yang berbeda
terhadap dua orang atau lebih terdakwa yang melakukan suatu tindak pidana
secara bersama-sama (complicity), namun tanpa pertimbangan yang rasional.
Karenanya, sebagaimana pendapat Sudarto, bahwa masalahnya bukan pada
menghilangkan disparitas secara mutlak, tetapi bagaimana disparitas tersebut

harus reasonable.

Tidak adanya pedoman pemberian pidana yang umum menyebabkan
hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis pidana, cara pelaksanaan
pidana dan tinggi atau rendahnya pidana. Bisa terjadi dalam suatu delik yang
sama atau sifat berbahayanya sama tetapi pidananya tidak sama. Namun
kebebasan ini tidak berarti bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana dengan

kehendaknya sendiri tanpa ukuran tertentu.

Menurut Cheng Molly, disparity of sentencing atau disparitas pidana
adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama

(same offence) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat
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diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Faktor-faktor yang

mempengaruhi putusan hakim antara lain :

1. Faktor Intern.

2. Faktor pada undang-undang itu sendiri.
3. Faktor penafsiran.

4. Faktor politik.

5. Faktor sosial.®’

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief batasan mengenai sentencing

atau punishment adalah sebagai berikut :

- Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan
penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak
menyenangkan;

- Pidana ini diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan
yang mempunyai kekuasaan atau wewenang

- Pidana itu dikenakan pada orang-orang yang melakukan

tindak pidana menurut undang-undang®
Penyebab terjadinya Disparitas

Menurut Muladi dan Barda Nawawi, penyebab dari adanya disparitas
pidana (Putusan hakim) di mulai dari hukumnya sendiri. Di dalam hukum pidana

positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih

% Ibid, him. 48

0 Ibid, hlm. 59
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jenis pidana (strafsoort) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan

sistem alternatif di dalampengancaman pidana di dalam Undang-Undang.”".

Masyarakat tentunya akan membandingkan Putusan hakim secara general
dan menemukan bahwa disparitas telah terjadi dalam penegakkan hukum di
Indonesia. Di Indonesia, disparitas hukuman juga sering dihubungkan dengan
independensi hakim. Model pemidanaan yang diatur dalam perUndang-
Undangan (perumusan sanksi pidana maksimal) juga ikut memberi andil. Dalam
menjatuhkan Putusan, hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun. UU No.
48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan hakim wajib
menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang
hidup dalam masyarakat. Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat biak dan
jahat pada diri terdakwa. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya
disparitas Putusan. Tetapi pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan
terjadinya disparitas. Misalnya, ada dua orang yang melakukan tindakan
pencurian dengan cara yang sama dan akibat yang hampir sama. Meskipun
hakim sama-sama menggunakan Pasal 362 KUHP, bisa jadi hukuman yang
dijatuhkan berbeda. Masalah disparitas pidana masih terus terjadi karena adanya
jarak antara sanksi pidana minimal dengan sanksi pidana maksimal dalam
takaran yang terlalu besar Proses pembentukan Peraturan perUndang-Undangan
juga berpengaruh karena tidakadanya standard untuk merumuskan sanksi pidana.
Upaya untuk meminimalisir disparitas pidana adalah dengan cara membuat

pedoman pemidanaan. Meskipun berat ringannya hukuman menjadi wewenang

%' Muladi dan bardanawawi Arief, Teori-Teori dankebijakanpidana,Ed.I,Cet.3,
Bandung: Alumni,2005,hlm.56.
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hakim tingkat pertama dan banding, tetapi dalam beberapa Putusan Hakim
Agung mengoreksi vonis dengan alasan pemidanaan yang proposional.
Gregorius Aryadi Putusan hakim yang rasional adalah Putusan yang diajtuhkan
berdasarkan pertimbangan yang rasional, yang mempertimbangkan teori tentang
tujuan pemidanaan. Di Indonesia tujuan pemidanaan harus berlandaskan
Pancasila, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum pidana. Oleh
karena itu Pancasila harus menjiwai tujuan pidana.®?

Maka tujuan pemidanaan harus berlandaskan nilainilai yang terkandung
di pancasila untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi
manusia dan masyarakat.Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai
dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi
seluruh warga Negara. Dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP disebutkan bahwa
Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang
pengadilan terbuka

Yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan
hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.
Namun banyak Putusan hakim yang belum mencapai keadilan di dalam
masyarakat karena masihbanyak dijumpai orang yang tidak bersalah dijatuhi
pidana ataupun pidana yang dijatuhkan tidak sesuai dengan kesalahannya.

Dalam Pasal 18 KUHP dijelaskan yang dimaksud pidana kurungan adalah:

1. Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan palinglama satu tahun.

2Gregorius Aryadi, Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana, Penerbit UAJY,
Yogyakarta, 1995, hlm. 69.
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2. Jika pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan
atau karena ketentuan Pasal 52, pidana kurungan dapat ditamabah
menjadi satu tahun empat bulan.

3. Pidana Kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat

bulan.

Kondisi ini sangat memprihatinkan dan menuntut semua pihak,
khususnya para penegak hukum agar lebih meningkatkan pengertian,
pemahaman dan ketrampilan profesinya sehingga dapat melaksanakan
tugasnya dengan sebaik-baiknya. Hal ini perlu mendapat perhatian yang cukup
serius mengingat pentingnya peranan aparat penegak hukum dalam proses

peradilan pidana.

Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh
hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur
hakim di dalam hal timbulnya disparitas pemidanaan sangat menentukan.

Sehubungan dengan kebebasan hakim ini dikatakan oleh sudarto bahwa:

“kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa,
sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang menyolok, hal mana
akan mendatangkan perasaan tidak sreg (onbehagelijk) bagi masyarakat,

maka pedoman memberikan pidana dalam KUHP sangat diperlukan, sebab
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ini akan mengurangi ketidaksamaan tersebut meskipun tidak dapat

menghapuskannya sama sekali

9993

Ada hal-hal lain yang menyebabkan disparitas pidana, yaitu faktor-faktor

yang bersumber dari diri hakim sendiri, baik yang bersifat internal maupun

eksternal yang tidak bisa dipisahkan karena sudah terpbaku sebagi atribut

seseorang yang disebut sebagai human equation (insan peradilan) atau

personality of judge dalam arti luas yang menyangkut pengaruh pengaruh latar

belakang sosial, pendidikan agama, pengalaman dan perilaku social. Hal-hal itu

yang seringkali memegang peranan penting di dalam menentukan jenis dan

beratnya hukuman daripada sifat perbuatannya sendiri dan kepribadian dari

pelaku tindak pidana yang bersangkutan.

Beberapa faktor yang menjadi pemicu timbulnya disparitas pidana, faktor

penyebab itu antara lain sebagai berikut:

1)

Masalah Falsafah Pemidanaan Dalam KUHP perumusan
falsafah pemidanaan yang dianut dalam WvS yang diUndangkan
tahun 1881 itu adalah pembalasan (werking der vergelding).
Falsafah ini pada tahun 1886 ditinggalkan karena pengaruh
aliran klasik baru yang mendapat ilmu yang baru muncul waktu
itu yaitu psikologi yang menghendaki agar pidana yang
dijatuhkan hakim itu haruslah sesuai pula dengan keperibadian

si pelanggar, asas ini kemudian dikenal sebagai asas

9 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, bandung, Alumni PT. Rineka Cipta, 1977, hal.

61
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individualisasi. Ketentuan mengenai hal tersebut tercantum
dalam Pasal baru yang disisipkan pada tahun 1927 yaitu Pasal
14 a. dalam memori van toelichting dari wvs tersebut dijelaskan
%4 “dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, hakim untuk
tiap kejadian harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya.
Hakhak apa saja yang dilanggar- dengan adanya tindak pidana
itu, kerugian apakah yang ditimbulkan? Bagaimanakah sepak
terjang si pembuat dulu? Apakah kesalahan yang dipersalahkan
kepadanya itu langkah pertama kearah jalan yang sesat ataukah
suatu perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari watak-
watak jahat yang sebelumnya sudah tampak? Batas antara
maksimal dan minimal harus ditetapkan seluas-luasnya,
sehingga meskipun semua pertanyaan diatas itu dijawab dengan
merugikan

2) Pedoman Pemidanaan Faktor lain yang dapat menyebabkan
timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman
pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Salah satu
butir dari hasil simposium IKAHI 1975 yang menyatakan:®
“untuk menghilangkan adanya perasaan-perasaan tidak puas

terhadap Putusan hakim pidana yang pidananya berbeda sangat

% Devi Darmawan, 07 Oktober 2010, PROBLEMATIKA DISPARITAS PIDANA
DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
https.//devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematikadisparitas-pidana-dalam-
penegakan-hukum-di-indonesia/ diakses pada tanggal 20 Juni 2021 jam 20.30 wib.

% M. Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata, Cet 111, Jakarta, Sinar Grafika Offiset, 2003,
Hlm. 48
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menyolok untuk pelanggaran hukum yang sama, maka dirasa
perlu  untuk mengadakan usaha-usaha agar terdapat
penghukuman yang tepat dan serasi. Akan tetapi uniformitas
mutlak bukanlah yang dimaksudkan, oleh karena bertentangan
dengan prinsip kebebasan hakim, yang perlu hanyalah
keserasian pemidanaan dengan rasa keadilan masyarakat dan
tidak merugikan pembangunan bangsa dengan
mempertimbangkan rasa keadilan si terhukum. Untuk keserasian
ini diperlukan suatu pedoman/indikator dalam bentuk yang
dinamakan checking points yang disusun setelah mengadakan
simposium atau seminar, baik yang bersifat regional maupun
nasional dengan mengikutsertakan ahli-ahli yang disebut
behavior scientist.”(Istilah uniformitas pemidanaan ini dirasa
dapat menimbulkan pengertian yang kurang sesuai dan oleh
karenanya kata ketetapan dan keserasian pemidanaan lebih
dipergunakan). terdakwa, maksimal pidana yang biasa itu sudah

memadai.

Dalam rangka usaha untuk mengurangi disparitas pidana, maka didalam
konsep rancangan KUHP yang baru buku I tahun 1982, pedoman pemberian

pidana itu diperinci sebagai berikut:*°

%Anurga Rizki Akbari, Bedah konsep rancangan KUHP yang baru buku I tahun 1982,,
Jakarta, PT. Grafika Nusantara, 2019, HIm 78
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Dalam pemidanaan hakim mempertimbangkan:

- Kesalahan pembuat

- Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana

- Cara melakukan tindak pidana

- Sikap batin pembuat

- Riwayat hidup dan keadaan social ekonomi pembuat

- Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana

- Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat

- Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
Pedoman pemberian pidana itu memuat hal-hal yang bersifat objektif
mengenai hal hal yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana
sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut penjatuhan pidana
lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti
hasil Putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Tanpa pedoman yang
memadai dalam Undang-Undang hukum pidana dikhawatirkan
masalah disparitas pidana dikemudian hari akan menjadi lebih parah
dibandingkan dengan saat ini.

3) Faktor yang bersumber dari diri hakim sendiri
Menyangkut faktor yang bersumber pada diri hakim terutama

yang menyangkut profesionalitas dan integritas untuk menaruh
perhatian terhadap perkara yang ditangani dengan mengingat tujuan

pemidanaan yang hendak dicapai, maka terhadap perbuatan perbuatan
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pidana yang sama pun akan dijatuhkan pidana yang berbeda beda’’
penggunannya melampaui batas sehingga menurunkan kewibawaan
hukum di Indonesia.
5. Dampak Disparitas Pidana
Disparitas pemidanaan ini tidak dapat dilepaskan dari sistem perumusan
dan pengancaman pidana dalam perUndang-Undangan yang ada. Dengan
perkataan lain dapat merupakan sumber tidak langsung terjadinya sumber
disparitas pidana. Dan apabila ini dibiarkan akan berakibat timbulnya sikap
apatis, sinis dan ketidakpuasan warga masyarakat dengan melakukan main
hakim sendiri atau mengadakan reaksi langsung terhadap si pelaku tindak
pidana dan aparat penegak hukum, maka Undang Undanglah yang menjadi
sumber tidak langsung terjadinya disparitas pidana
Disparitas dalam pemidanaan disebabkan oleh hukum sendiri dan
penggunaan kebebasan hakim, yang meskipun kebebasan hakim diakui oleh
UU dan memang nyatanya diperlukan demi menjamin keadilan tetapi
seringkali  penggunannya melampaui batas sehingga menurunkan
kewibawaan hukum di Indonesia. Problematika mengenai disparitas pidana
yang telah tumbuh dalam penegakan hukum ini tentu menimbulkan akibat
yang tidak bisa dielakkan. Akibat dari disparitas pidana yang menyolok ini,
menurut Edward M. Kennedy, sebagaimana juga dikutip Barda Nawawi

ialah:*®

7 Ibid, Him.45
%8 Barda Nawawi Arief, Op.cit, hal. 8
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1)  Dapat memelihara tumbuhnya atau berkembangnya perasaan
sinis masyarakat terhadap sistem pidana yang ada

2)  Gagal mencegah terjadinya tindak pidana

3)  Mendorong terjadinya tindak pidana

4)  Merintangi tindakan-tindakan perbaikan terhadap para

pelanggar

Disparitas pidana semakin menimbulkan kekacauan dalam masyarakat,
tidak hanya menyakiti rasa keadilan masyarakat, tetapi juga mendorong

masyarakat untuk melakukan tindakan pidana.

Kondisi inilah yang kemudian menjadi bentuk dari kegagalan penegakan
hukum pidana, dimana penegakan hukum malah diartikan sesuatu yang sepele

oleh masyarakat.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda NawawiArief:
“bahwa terpidana akan membandingkan dengan terpidana yang lainnya, yang
kemudian setelah membandingkannya merasa menjadi korban (victim) “the
judicial caprice”, akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal
penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam

tujuan pemidanaan.”’

Dari sini akan tampak suatu persoalan yang serius, sebab akan
merupakan suatu indikator dan manifestasi daripada kegagalan suatu sistem

untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan

9 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.cit., hlm. 54



98

melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum
pidana (Criminal Justice System). Problematika mengenai Disparitas pidana
dalam penegakkan hukum di Indonesia memang tidak dapat dihapuskan begitu
saja. Yang dapat ditempuh hanyalah upaya upaya dalam rangka meminimalisasi
dispatitas pidana yang terjadi dalam masyarakat.

Dengan berbagai pandangan sarjana dihubungkan dengan falsafah
pemidanaan dan tujuan hukum itu sendiri maka solusinya dapatlah kita gunakan
pandangan dari Muladi yang menyatakan bahwa upaya terpenting yang harus
ditempuh dalam menghadapi problematika disparitas pidana adalah perlunya
penghayatan hakim terhadap asas proporsionalitas antara kepentingan
masyarakat, kepentingan Negara, kepentingan si pelaku tindak pidana dan
kepentingan korban tindak pidana. Disparitas Putusan hakim atas perkara tindak
pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusannya di atas mendeskripsikan
adanya sebabsebab atau pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan

majelis hakim dalam setiap menjatuhkan Putusan pidana terhadap terdakwa.
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BAB IV
PEMBAHASAN DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK PENGASPALAN
JALAN PAKET 10 DI PENGADILAN TIPIKOR JAMBI
a. Dasar Hakim Memberikan Putusan Tindak pidana Kkorupsi
No.20/PID.SUS-TPK/2020/PN.JMB Dan No.22/PID.SUS-

TPK/2020/PN.JMB di Pengadilan Tipikor Jambi

Didalam asas legalitas merupakan pijakan hakim dalam memberikan
memutuskan suatu pekara, namun putusan hakim juga berpendoman pada 3

(tiga) hal yaitu :

1. Unsur yuridis yang merupakan unsur pertama dan utama

2. Fakta persidangan, berintikan kebenaran dan keadilan

3. Unsur sosiologis yaitu pertimbangan tata nilai budaya yang hidup dan
berkembang dalam masyarakat, fakta persidangan dan sosiologis
dalam waktu singkat dan pekara pidana yang amat banyak, tidak

mudah dicapai hakim

Yang menjadi dasar hakim memberikan putusan di beberapa pekara

dalam tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

1. Hal yang memberatkan dan hal yang meringankan terdakwa
Berdasarkan Pasal 8 ayat 2 undang-undang No.48 Tahun 2009 telah

diuraikan bahwa “ dalam pertimbangan berat ringanya pidana,
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hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari
terdakwa ““ dalam praktek peradilan sehari-hari sifat yang baik dari
terdalwa dapat meringankan terdakwa dalam putusan dijatuhkan
hakim. Sedangkan sifat jahat dari terdakwa dapat memberatkan
terdakwa dalan putusan yang dijatuhkan hakim, pada perkara
pidana korupsi No. 20/Pid.sus/2020/PN.Jmb dengan terdakwa AA
hakim menjatuhkan 7 tahun kurangan penjara dan denda Rp.
300.000.000 (tiga ratus juta).
Dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagai
berikut:
a. Keadaan yang memberatkan
- Tidak mendukung pemerintah untuk pemberantasan
korupsi
b. Keadaan yang meringankan
- Menganti keruangan uang jaminan yang dikembalikan
kepada negara

- bersikap baik selama persidangan

- terdakwa belum pernah dihukum

- terdakwa menyesali perbuatannya

- terdakwa merupakan tulang punggung pencari nafkah

hidup

Didalam Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi:
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“ pengembalian kerugian keuangan negara atau pekonomian negara
tidak menghapuskan dipidannya pelaku tindak pidana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”

Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dan 3 telah memenuhi unsur-unsur Pasal dimaksud, maka pengembalian
kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan
pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut, pengembalian kerugian keuangan
negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang

meringankan.

Dan pada perkara Nomor Putusan No. 22 /Pid.Sus/2020/PN.Jmb dengan
terdakwa berinisial S, hakim menjatuhkan hukuman 6 tahun kurangan penjara

dan denda Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta).

a. Keadaan yang memberatkan
- Bahwa terdakwa tidak mendukung pemerintah untuk
pemberantasan korupsi
b. Keadaan yang meringankan
- Bahwa terdakwa baik selama persidangan
- bersikap baik selama persidangan
- terdakwa belum pernah dihukum
- terdakwa menyesali perbuatannya

- terdakwa merupakan tulang punggung pencari nafkah hidup
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Dengan melihat dua pekara diatas maka penulis berpendapat bahwa hal
yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam putusan hakim merupakan
salah satu penyebab terjadinya disparitas pidana. Sebab dalam setiap kasus yang
ditangani oleh hakim, hakim berhadapan dengan pelaku yang latar belakang

yang berbeda sehingga pelaku melakukan kejahatan tersebut

Berdasarkan putusan tersebut dikemukan perbedaan putusan terdakwa
AA dan S sesuai dengan teori disparitas Menurut Cheng Molly, disparity of
sentencing atau disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama
terhadap tindak pidana yang sama (same offence) atau terhadap tindak pidana
yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang

jelas.

Menurut muladi, disparitas adalah penerapan pidana yang tidak sama
terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat
bahayanya dapat dibandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.’® Dari
pengertian ini dapat kita ketahui bahwa disparitas itu timbul adanya penjatuhan

suatu hukuman tindak pidana yang sejenis.

Dari teori diatas maka penulis dapat menyimpulkan terjadinya disparitas
yang ada dikasus No 20/PID.SUS-TPK/2020/PN.JMB danNo 22/PID.SUS-
TPK/2020/PN.JMB karena dengan kasus yang sama dan hukuman berbeda.
berhadapan dengan pelaku yang berbeda dengan latar belakang yang berbeda

sehingga pelaku melakukan perbuatan yang merugikan pemerintah dan

100 Muladi, Teori-Teori Dan kebijakan Pidana, Bandung, Almuni, PT. Grafika
Nusantara, 1984, hlm.54
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bedasarkan kewenangan hakim yang diatur dalam undang-undang untuk
memeriksa dan memutuskan perkara pidana yang ditanganinya secara bebas
pengaruh pihak manapun, itu merupakan salah satu terjadinya disparitas dalam

penjatuhan pidana

2. Peraturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Dalam KUHP yang kita miliki dan dianut di negara indonesia memiliki
kelemahan karena dalam KUHP sendiri tidak mengatur mengenai pedoman
hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Serta di dalam KUHP, tidak diatur
batas minimal hanya batas maksimal sanksi pidana sehingga problematika
pidana semakin besar
3. Kekuasaan kehakiman
Hakim memiliki kekuasaan yang merdeka dalam proses penyelenggaraan
peradilan dalam memutuskan suatu pekara. Putusan hakim merupakaan
mahkota dari suatu perkara. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dikatakan bahwa : “ Kekuasaan
kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk penyelenggaraan
peradilan dan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi
terselenggarannya Negara Hukum Republik Indonesia”.
Hakim sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman memperoleh
kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana yang

ditanganinya secara bebas dari pengaruh pihak manapun. Berdasarkan
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kewenangan hakim yang diatur dalam undang-undang tersebut merupakan
salah satu terjadinya disparitas dalam penjatuhan pidana
4. Karakteristik kasus

Menuut Beccari'®! “setiap pekara pidana memiliki karakteristiknya
sendiri yang disebabkan karena kondisi pelaku, korban ataupun situasi yang
ada pada saat tindak pidana terjadi”, walaupun dalam tindak pidana yang
sejenis atau memiliki tingkat keseriusan yang sama tetapi tidak semua kasus
memiliki kemiripan yang sama persis, dengan melihat data yang tekah
diolah oleh penulis dapat terlihat bahwa sama-sama dikenakan Undang-
undang No. 31 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, tetapi bentuk
pemidanaan atau lama sanksi pidana yang diberikan berbeda.

Menurut penulis, setiap kasus berdiri sendiri tidak saling berkaitan antara
kasus yang satu dengan kasus yang lainnya. Dalam proses peradilan yang
berlangsung, hakim akan memperhatikan aspek-aspek sosiologis dan

kriminologi yang terletak pada setiap pekara

5. Perpesi tentang keadilan yang berbeda oleh setiap hakim

Keadilan merupakan suatu yang tidak dapat dilihat oleh alat indra
manusia tetapi hanya dapat dirasakan. Setiap orang memiliki pandangan yang
berbeda terhadap adil atau tidaknya hakim dalam memutuskan setiap pekara.
Demikian pula dengan apa yang dirasakan oleh hakim mengenai nilai satu
keadilan, dalam kasus serupa, hakim terkadang memberikan penilaian mengenai

keadilan yang berbeda terhadap kasus yang satu dengan kasus yang lainnya. Hal

101 Eva Achjani, Pengeseran Paradigma Pemidanaan, Lubuk Agung, Bandung, 2011,
hlm. 57
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ini mengakibatkan terjadinya disparitas pidana apalagi jika kasus yang serupa itu

ditandatangani oleh hakim yang berbeda

6. Falsafah penghukuman yang dianut oleh hakim

Falsafah hakim dalam menjatuhkan pemidanaan berbeda-beda. Misalnya
saja apabila seorang hakim menganut falsafah pembalasan, hakim tersebut
memandang bahwa pemidanaan adalah akibat nyata atau mutlak yang harus
ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku kejahatan, sanksi pidana yang
dilakukannya, sedangkan seorang hakim yang menganut falsafah peminaan
memandang bahwa seorang yang telah melakukan perbuaatan pidana dan
dijatuhkan hukuman pidana maka bentuk pemidanaan tersebut, bermaksud
untuk memperbaiki sifat diri pelaku. Jadi falsafah hakim merupakan salah
satu faktor yang mengakibatkan terjadinya disparitas

Pertimbangan-pertimbangan harus dimiliki oleh seorang hakim dalam
menjatuhkan suatu putusan. Adapaun pertimbangan-pertimbangan hakim
tersebut, disamping berdasarkan Pasal-Pasal yang diterapkan oleh terdakwa,
sesungguhnya juga didasarkan atas keyakinan dan hati nurani hakim itu
sendiri. Sehingga antara hakim yang satu dengan hakim yang lain saat
menjatuhkan suatu putusan mempunyai pertimbangan berbedabeda.

Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan Hakim dalam memutus suatu
perkara, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan
hakim yang bersifat non yuridis.

a. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang

didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam
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persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai
hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang
bersifat yuridis tersebut diantaranya'%?

b. Dakwaan Penuntut Umum Dakwaan Penuntut Umum biasanya
dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan
tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang akan
disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan
merupakan landasan bagi hakim saat memeriksa di
persidangan.

c. Tuntutan Pidana Dalam tuntutan pidana biasanya menyebutkan
jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh
Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan
kepada terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa
Penuntut Umum telah disesuaikan dengan dakwaan Jaksa
Penuntut Umum dengan melihat pembuktian dalam suatu
persidangan, yang telah disesuaikan pula dengan bentuk
dakwan yang digunakan oleh Jaksa Pentutu Umum sebelum
akhirnya sampai pada tuntutan di dalam requisitoir itu biasanya
Penuntut Umum akan menjelaskan satu demi satu tentang
unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa,

dengan memberikan alasan tentang anngapannya tersebut.

192 1pid, Him. 89
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Keterangan Saksi Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti
dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi
mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia
lihat sendiri, dan ia alami dengan menyebit alasan dari
pengetahuannya tersebut. Keterangan saksi merupakan alat
bukri seperti yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1)
KUHAP huruf a. Keterangan saksi merupakan keterangan
mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, ia
lihat sendiri, dan ia alami sendiri, uang harus disampaikan
dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.
Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang
pengadulan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil
rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat
dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini
dalam hukum acara pidana disebat dengan istilah testimonium
de auditu. Kesaksian tersbut dimungkinkan dapat terjadi di
persidangan. 4

Keterangan Terdakwa Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf
e memuat bahwa keterangan Terdakwa digolongkan sebagai
alat bukti. Keterangan Terdakwa adalah apa yang dinyatakan
Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau
yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, hal ini telah

diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Keterangan Terdakwa sendiri
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dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan
keterangan yang berupa pengakuan atau semua yang
didakwakan kepadanya.

f. Barang Bukti Barang bukti adalah barang yang dipergunakan
oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau
barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang
digunakan sebgai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan
bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli,
keterangan Terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan
Terdakwa. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada
persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai
benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa
dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang
bukti itu dikenal dan diakui oleh Terdakwa maupun para saksi.

g. Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Rumusan Pasal 197 huruf e KUHAP menyatakan salah satu
yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah
peraturan  perundang-undangan  yang menjadi  dasar
pemidanaan. Pasal-Pasal yang didakwakan oleh Penuntut
Umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

putusan

b. Pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan

terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini
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apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana
yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan

kepadanya'®

Tugas hakim secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 4

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:

1. Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang
(Pasal 5 ayat (1).

2. Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan
dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat
dan biaya ringan (Pasal 5 ayat (2).

3. Tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus
suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau
kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya
(Pasal 16 ayat (1)).

4. Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum
kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta
(Pasal 27 ayat (1)).

5. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum

dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (1)).

103 T eden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
Mabhrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 45
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6. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib

memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28

ayat (2)).

Perihal putusan tersebut harus mempertimbangkan hal-hal yang
memberatkan atau meringankan terdakwa, merupakan suatu fakta yang harus
jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang
pengadilan, mesti jelas diungkap dalam uraianm pertimbangan putusan. Karena
landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat
ringannya hukuman pidana yang akan ditimpakan kepada terdakwa, tidak lepas

dari fakta dan keadaan yang memberatkan atau meringankan.'%*

Oleh karena pertimbangan hukum yang memberatkan dan meringannya
terdakwa tersebut merupakan bagian dari ketentuan Pasal 197 KUHAP, maka
jika suatu putusan tidak disertakan pertimbangan yang memberatkan dan

meringankan terdakwa, maka akan dapat mempengaruhi putusan tersebut.

Di samping tugas hakim secara normatif, hakim juga mempunyai tugas
secara konkrit dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara melalui tindakan

secara bertahap yaitu:

1. Mengkonstatir yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa konkrit.
Hakim harus mengkonstatir peristiwa konkrit yang disengketakan.
Untuk dapat mengkonstatir peristiwa konkrit, peristiwa konkrit itu

harus dibuktikan lebih dahulu. Tanpa pembuktian hakim tidak boleh

104 Ibid, HIm.55
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mengkonstatir atau menyatakan suatu peristiwa konkrit itu benar-
benar terjadi. Mengkonstatir berarti menyatakan benar terjadinya
suatu peristiwa konkrit.

2. Mengkualifisir yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa
hukumnya. Hakim menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar
terjadi itu termasuk dalam hubungan hukum yang mana.
Mengkualifisir adalah kegiatan untuk mencari dan menemukan
hukumnya atau undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada
peristiwa konkrit, peristiwa konkrit itu harus diarahkan kepada
undang-undangnya, sebaliknya undang-undangnya harus disesuaikan
dengan peristiwanya yang konkrit.

3. Mengkonstituir atau memberikan konstitusinya, yaitu hakim
menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada para pihak yang
bersangkutan. Di sini hakim mengambil kesimpulan dari adanya

premis mayor (peraturan hukumnya) dan premis minor (peristiwanya)

Dalam memberikan putusan, hakim perlu memperhatikan faktor yang
seharusnya diterapkan secara proporsional yaitu keadilan, kepastian hukum dan
kemanfaatan. Sebagai salah satu pilar untuk menegakkan hukum dan keadilan,
hakim mempunyai peranan menentukan sehingga kedudukannya dijamin
undangundang. Dengan demikian, diharapkan tidak adanya direktiva/campur

tangan dari pihak manapun terhadap para hakim ketika sedang menangani
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perkara.'® Namun dalam kenyataannya hakim dalam menangani suatu perkara

sering dipengaruhi oleh pihak lain.

Dalam membuat suatu putusan terhadap perkara korupsi banyak
dipengaruhi oleh pihak yang berkepentingan tetapi kita tetap pada aturan yang
ada. Tidak boleh terpengaruh terhadap intervensi. Hakim dalam usaha penerapan
hukum demi keadilan di persidangan harus menyadari tanggung jawabnya
sehingga bila bertindak dan berbuat tidaklah sekedar menerima, memeriksa
kemudian menjatuhkan putusan, melainkan keseluruhan perbuatan itu diarahkan
guna mewujudkan Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa. Inilah yang
harus diwujudkan oleh hakim dalam sidang pengadilan yang sekaligus sebagai

realisasi dari tanggung jawabnya.

Hakim akan tetap bekerja dan berusaha untuk mewujudkan keadilan
meskipun kasus yang dihadapi tidak ada hukumnya. Bila menemukan kasus
yang tidak ada hukumnya, hakim berusaha mencari dengan menggali dan
menemukan hukumnya dengan bersandarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam
masyarakat. Hal ini harus dilakukan sebab sudah merupakan suatu kewajiban
menurut undangundang tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004

dalam Pasal 28 disebutkan:

1) Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

105 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. Sinar
Grafika : Jakarta, 2003, HIm. 123
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2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib
memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Hakim dalam memeriksa perkara diakhiri dengan putusan

Putusan pengadilan atau yang biasa disebut dengan putusan hakim sangat
diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Dengan adanya putusan
hakim diharapkan para pihak dalam perkara khususnya terdakwa dapat
memperoleh kepastian hukum tentang statusnya sekaligus dapat mempersiapkan
langkah berikutnya antara lain menerima putusan, melakukan upaya hukum

banding, kasasi, grasi dan sebagainya

Proses pemeriksaan di persidangan selesai dilakukan, sudah semestinya
hakim mengambil keputusan terhadap perkara yang sedang dihadapi. Putusan
hakum atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan

dalam menyelesaikan perkara pidana.

Pengertian putusan telah diatur dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP yang
berbunyi : “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan
dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas
atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menuruti cara yang

diatur dalam Undang-Undang ini”.

Mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan pengadilan, tergantung pada
hasil mufakat musyawarah hakim berdasarkan penelitian yang merekea peroleh
dari surat dakwaan yang telah dihubungkan dengan semua yang telah terbukti

dalam pemeriksaan di pengadilan. Seorang terdakwa dapat dijatuhi putusan
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dengan sanksi pidana apabila ia telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah

melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Dilakukannya pembuktian untuk mengetahui apakah Terdakwa telah
bersalah atau sebaliknya, maka dilakukan adanya pembuktian dalam
persidangan yang kemudian hakim dapat memeriksa dan memutus perkara

tersebut. Sistem pembuktian dalam perkara pidana mengacu pada KUHAP.

Sistem pembuktian ini menganut sistem pembuktian negatif dimana
salah atau tidaknya Terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakum yang

didasarkan dengan cara dan alatalat bukti yang sah menurut Undang-Undang!%

Berdasarkan Pasal 183 jo. Pasal 184 KUHAP, pembuktian harus
didukung dengan minimal dua alat bukti yang saha dan keyakinan hakim. Alat
bukti yang sah tersbut telah diatur secara limitatif dalam Pasal 184 ayat (1)
KUHAP, diantaranya ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk,
dan keterangan terdakwa. Hakim saat menjatuhkan putusan dalam kasus
Perkara Nomor: 20/Pid.Sus/2020/PN.JMB dan Nomor
22/Pid.Sus?2020/PN.JMB yang dalam dakwaanya bermaksud hendak
menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik
dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu
muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk

orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau

196 1pid, Him. 202
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menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara

melakukan penjualan tanah dan bangunan kepada korban.

Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan
pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan
kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Tahap pembuktian memegang
peranan penting dalam proses pemeriksaan disidang pengadilan dan bersifat

menentukan untuk menyatakan kesalah Terdakwa.

Menurut hal tersbut diatas maka dapat dikatakan bahwa pembuktian
adalah upaya pata pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan
kebenaran suatu peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang
sedang bersengketa dengan menggunakan alat-alat bukti yang telah ditetapkan
oleh Undang-Undang. Hakim dalam memutus perkara ini, selain mendasarkan
putusannya pada keterangan saksi-saksi dan Terdakwa. Undang-Undang
Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 , Proses pemeriksaan di
persidangan selesai dilakukan, sudah semestinya hakim mengambil keputusan

terhadap perkara yang sedang dihadapi.

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan
diperlukan dalam menyelesaikan perkara pidana. Pengertian putusan telah
diatur dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP yang berbunyi : “Putusan pengadilan
adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka
yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan

hukum dalam hal serta menuruti cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.
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Mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan pengadilan, tergantung pada hasil
mufakat musyawarah hakim berdasarkan penelitian yang merekea peroleh dari
surat dakwaan yang telah dihubungkan dengan semua yang telah terbukti
dalam pemeriksaan di pengadilan. Seorang terdakwa dapat dijatuhi putusan
dengan sanksi pidana apabila ia telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah

melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Kewenangan hakim yang sangat besar itu menuntut tanggung jawab
yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah
“Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung arti
bahwa kewajiban menegakkan kebenaran dan  keadilan itu  wajib
dipertanggung jawabkan secara horizontal kepada manusia dan secara vertikal
dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa!“’Sebuah doktrin
hukum “Res Judicate Pro Veritate Hebetur >, yang artinya bahwa apa yang
diputus oleh hakim itu benar walaupun sesungguhnya tidak benar. Doktrin
hukum di atas menempatkan pengadilan sebagai titik sentral konsep negara

hukum.

Dilakukannya pembuktian untuk mengetahui apakah Terdakwa telah
bersalah atau sebaliknya, maka dilakukan adanya pembuktian dalam persidangan
yang kemudian hakim dapat memeriksa dan memutus perkara tersebut. Sistem

pembuktian dalam perkara pidana mengacu pada KUHAP. Sistem pembuktian

197 Muladi, Independensi Kekuasaan Kehakiman, (Semarang: Penerbit UNDIP, 2011),
hlm. 17. . Barda Nawawi Arif, Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian
Perbandingan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011) Hlm. 46
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ini menganut sistem pembuktian negatif dimana salah atau tidaknya Terdakwa
ditentukan oleh keyakinan hakum yang didasarkan dengan cara dan alatalat

bukti yang sah menurut Undang-Undang!'®®

Berdasarkan Pasal 183 jo. Pasal 184 KUHAP, pembuktian harus
didukung dengan minimal dua alat bukti yang saha dan keyakinan hakim. Alat
bukti yang sah tersbut telah diatur secara limitatif dalam Pasal 184 ayat (1)
KUHAP, diantaranya ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk,

dan keterangan terdakwa.

Hakim saat menjatuhkan putusan dalam kasus Perkara Nomor:
20/Pid.Sus/2020/PN.JMB dan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN.JMB yang dalam
dakwaanya bermaksud hendak menguntungkan diri sendiri, orang lain,
korporasi penyalahgunaan kewenangan kesempatan atau sarana padanya
karena jabatan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama

20 tahun.

Dakwaan yang telah diberikan kepada terdakwa ditambah dengan alat
bukti yang diantaranya yaitu keterangan saksi yang telah dihadirkan di
persidangan serta barang bukti lainnya, berdasarkan hal tersebut hakim
menyatakan perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut sesuai dan memenuhi
unsut-unsur dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 3 Jo Pasal 8§ ,

sehingga terdakwa dinyatakan terbukti perbuataan yang telah didakwakan

198 Ibid, Him. 202
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kepadanya. Tedakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan
kepadanya maka hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada masing- masing
terdakwa selama terdakwa AA 7 tahun dan terdakwa S 6 Tahun tahun
dikurangi masa tahanan sementara. Terhadap putusan Pengadilan Negeri
Tindak Pidana Korupsi Jambi tersebut Terdakwa/kuasa hukumnya telah

mengajukan permintaan banding ke Pengadilan Tinggi Negeri Jambi.

Pengadilan Tinggi Jambi menerima permintaan banding terdakwa.
Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana merupakan titik sentral dalam
pemeriksaan di pengadilan. Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang
berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-
undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Tahap
pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan disidang
pengadilan dan bersifat menentukan untuk menyatakan kesalah Terdakwa.
Menurut hal tersbut diatas maka dapat dikatakan bahwa pembuktian adalah
upaya pata pithak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran
suatu peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang sedang
bersengketa dengan menggunakan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh

UndangUndang.

Hakim dalam memutus perkara ini, selain mendasarkan putusannya pada
keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, hakim juga mendasarkan putusannya
pada barang bukti Asli surat perjanjian kerjasama (kontra induk) nomor :
620/107/KONT/PNK-JLMN/BM-DPU/2013  tanggal 6 september 2013

pengaspalan jalan muara niro- muara tabun kabupaten tebo, Fotocopy yang
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dilegalisir surat perjanjian kerjasama (kontrak anak I) nomor

620/112/KONT/PNK-P.11/BM-DPU/2013  tanggal 9 september 2013
pengaspalan jalan muara niro-muara tabun kabupaten tebo, Asli surat
perjanjian  kerjasama (kontrak anak II) nomor : 620/145/KONT/PNK-
RJL1/BM-DRU/2013 tanggal 21 oktober 2013 pengaspalan jalan muara niro-
muara tabun kabupaten tebo,Dst. Terhadap uang titipan terdakwa dengan total
sejumlah Rp. 3.706.610.664,- (tiga miliar tujuh ratus enam ratus sepuluh ribu
enam ratus enam puluh empat rupiah) diperhitungkan sebagai pengembalian

kerugian keuangan negara yang akan disetor ke kas daerah kabupaten tebo.

Unsur “setiap orang” yang dimaksudkan dalam dakwaan pada perkara ini
yang menyebutkan “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau korporasi, menyalahgunakan wewenang kesempatan atau sarana padanya
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara atau perekonomian
negara . Diketahui bahwa pada unsur ini bersifat alternatif dengan maksud
bahwa mengguntungkan diri sendiri cukup dilakukan dengan mengalihkan hasil
lelang tender pengaspalan yang dimaksud dalam Pasal ini ialah agar si pelaku

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara.

Berdasarkan hasil fakta-fakta hukum yang ada, naik yang berasal dari
keterangan Terdakwa, keterangan saksi dan alat bukti yang ada dalam perkara
ini dapat diketahui bahwa yang terungkap dalam persidangan perkara ini
menurut pertimbangan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa
yang mengahlikan tender dari yang dimenangkan terdakwa S kepada terdakwa

AA merupakan upaya untuk menguntungkan terdakwa AA yang berhubungan
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dengan pencairan APBD yang diambil untuk proyek yang dimenangkan

terdakwa S.

Dimana dalam perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan hukum
dalam hukum pidana dan termasuk dalam perbuatan hukum melawan hukum
pidana. Perkara ini Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jambi
telah memutus dengan menjatuhkan pidana masing-masing sesuai dengan
disebutkan, apa yang didakwakana kepada Terdakwa cukup terbukti secara sah
baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi
batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, Tegasnya
perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, dalam
persidangan memang terungkap bahwa Terdakwa benar-benar melakukan

tindak pidana,.

Hakim berkeyakinan bahwa unsur-unsur yang ada pada Pasal 3 Jo 18
Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sepenuhnya terpenuhi. Berdasarkan
uraian diatas dan meneliti tentang fakta-fakta yang terungkap maka penulis
berpendapat bahwa perkara seperti ini menuntut ketelitian hakim dalam

memberikan putusan.

Terdakwa yang diputus bersalah dari segala tuntutan hukum, dengan
menyebutkan alasan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi
dasar putusan, Majelis Hakim telah cermat mempertimbangkan unsur-unsur
dalam Pasal 3 jo 18 Undang-Undang pemberatasan tindak pidana korupsi dan

juga telah mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah baik dari keterngan
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saksi, surat dan keterangan Terdakwa yang sesuai dengan keyakinan hakim
seperti yang telah ditentutkan dalam Pasal 183 KUHAP. Hal ini sesuai dengan
batas minimum alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang harus dipenuhi
oleh suatu pembuktian. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana
Korupsi Jambi juga telah teliti dalam memutus perkara, meskipun telah

terbukti ada perbuatan Terdakwa.

Hal tersebut sepenuhnya telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat
dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahum 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah didakwakan oleh Penuntut
Umum. Kerugian yang dialami oleh Negara disebabkan oleh perbuatan para
terdakwa yang menjalankan proyek pengaspalan tidak sesuai spesifikasi sebab
itu Terdakwa boleh dituntut dalam peradilan pidana, sudah seharusnya

Terdakwa diltahan sesusai dengan tuntutan jaksa penutut umum

b. Faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas terhadap putusan
tindak pidana  korupsi  No.2/PID.SUS-TPK/2020/PN.JMB  Dan
No.20/PID.SUS-TPK/2020/PN.JMB di Pengadilan Tipikor Jambi ?

Faktor/Dasar Pertimbangan Hakim Sehingga Terjadi Disparitas Putusan

Karena tidak adanya pedoman di dalam pemidanaan dan hakim
mempunyai kebebasan di dalam menjatuhkan putusan maka hal tersebut bisa
menjadikan terjadinya disparitas. Mengenai terjadinya disparitas bisa disebabkan

karena faktor sebagai berikut :
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a. Faktor perundang-undangan

Hakim adalah pelaksana Undang-Undang sehingga putusannya harus
berdasarkan pada hukum yang normatf yaitu hukum positif, sehingga penerapan

ancaman pidana minimal dalam putusan hakim adalah sesuai atas legalitas.

Hakim dalam menjatuhkan putusannya selain berdasarkan hukum yang
normatif juga berdasarkan rasa keadilan yaitu nilai-nilai yang hidup di dalam
masyarakat dan juga pada hati nurani (keadilan objektif dan subjektif). Putusan
hakim yang menerobos batas ancaman pidana minimal dan pidana denda
minimal dapat saja diterima atau dianggap sah sepanjang berdasarkan rasa
keadilan dan hati nurani, karena hakim bukan hanya penegak hukum juga
sebagai penegak keadilan, asalkan tidak ada kepentingan hakim yang memutus

perkara tersebut.

b. Faktor Jaksa Penuntut Umum
Di dalam suatu putusan disparitas faktor Jaksa Penuntut Umum tidaklah
mempengaruhi suatu putusan karena putusan hakim bersifat mandiri dan
merupakan putusan subjektif dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum hanya
dijadikan pedoman saja.
c. Faktor Majelis Hakim
Penyebab disparitas suatu putusan dari faktor hakim meliputi independensi
hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan hanya di pengaruhi oleh
subjektifitas hakim itu sendiri dan juga pemahaman hakim terhadap suatu

perkara yang akan di selesaikanya.
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d. Faktor yang bersumber dari peristiwa pidana

Faktor yang paling utama dalam penjatuhan putusan disparitas adalah faktor
yang bersumber dari peristiwa pidana atau fakta yang ada di persidangan hakim
selalu berpedoman kepada latar belakang kondisi hati pelaku sesuai dengan
implementasi dari Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan:

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib
memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”
Selanjutnya di dalam melakukan tindak pidana apakah pelaku tersebut
memang sengaja melakukan tindak pidana tersebut atau pelaku tersebut di
pengaruhi oleh faktor-faktor yang lain dan membuat pelaku tersebut terpaksa

melakukan tindak pidana tersebut.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi, penyebab dari adanya disparitas
pemidanaan (putusan hakim) di mulai dari hukumnya sendiri. Di dalam hukum
pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk
memilih jenis pidana (strafsoort) yang dikehendaki, sehubungan dengan
penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam undang-

undang.'®”

Menurut Ahmad Rifai dalam bukunya yang menjelaskan tentang teori

pertimbangan hakim dalam ruang lingkup pendekatan Seni dan Intuisi

199 Muladi dan Bardi Nawawi Arief, Teori-teori dan kebijakakan Pidana, Jakarta, PT.
Grafika Nusantara, 2008, hlm. 56



124

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan
dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan
menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku
tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak
yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak
terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan,
hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau

instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

Menurut penulis hakim pada kasus ini menjadikan instink atau instuisi
sebagai dasar memutuskan pekara ini, karena menurut putusan hakim
memandang pengembalian uang negara tidak menggurkan pidana seusai dengan

Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

“ pengembalian kerugian keuangan negara atau pekonomian negara tidak
menghapuskan dipidannya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 dan Pasal 3”

Di samping itu, hakim juga mempunyai kebebasan untuk memilih
beratnya pidana (strafmaat) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh
undang-undang hanyalah maksimum dan minimumnya. Mengenai hal-hal atau
keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa diatur dalam Pasal 197
ayat (1) huruf (f) KUHAP yang menyatakan bahwa surat putusan pemidanaan

memuat :
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Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan
atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan

terdakwa.

Selain dari penjelasan diatas juga bisa didapatkan faktor-faktor lainnya

penyebab disparitas sebagai berikut :
h. Sistem hukum

Sebagian besar sistem hukum Indonesia masih menganut Sistem Eropa
Kontinental (civil law system). Sehingga disparitas putusan pasti terjadi, oleh
sebab civil law system menitikberatkan aturan pada Undang-undang. Kondisi ini
tentu berbeda dengan negara bersistem hukum Anglo Saxon yang menitik
beratkan hukum pada yurisprudensinya.!'® Meskipun yurisprudensi merupakan
“persuasive precedent” tetapi tidak wajib diikuti atau tidak mengikat secara
formil bagi hakim lain dalam Sistem Eropa Kontinental. Berbeda dengan
yurisprudensi dalam sistem Anglo Saxon (common law system) yang
menganggap yurisprudensi sebagai putusan Mahkamah Agung (MA) atau
peradilan tertinggi yang sudah pernah atau selalu diikuti oleh hakim-hakim lain
di bawah MA yang dianggap sebagai preseden.!!! Preseden (yurisprudensi)

dalam system hukum Anglo-Saxon (Common law System) bersifat “the binding

110 Marwan Mas, Guru Besar Ilmu Hukum Univesritas 45 Makassar, Local Workshop 7
November 2013.
! Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, 1986), Hlm. 113
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force precedent”. Itu artinya, peluang terjadinya disparitas bisa dicegah karena

putusan pengadilan mengikuti putusan hakim sebelumnya'!'?
1. Undang-undang

Penggunaan hukum pidana sebagai premium remidium pada Undang-
Undang Pasal 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi justru dianggap
sebagai pemicu terjadinya disparitas pemidaan dalam perkara korupsi.
Contohnya pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Pasal ini paling sering dituding sebagai penyebab terjadinya disparitas putusan .
Problemnya terletak pada perbedaan ancaman pidana minimalnya. Pasal 2
mengatur pidana minimal 4 tahun, sedangkan Pasal 3 mengatur pidana minimal
1 tahun. Permasalahannya muncul ketika Pasal 2 bisa dikenakan kepada siapa
saja termasuk pihak lain diluar penyelenggara negara. Sedangkan Pasal 3 khusus

ditujukan kepada penyelenggara negara.

Pertanyaannya, mengapa ancaman pidana minimal terhadap Pasal yang
juga ditujukan untuk pihak diluar penyelenggara negara lebih berat dari pada
Pasal yang ditujukan kepada penyelenggara negara? Seharusnya, ancaman
minimum pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bisa

disamakan dengan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Pada praktek yang lain, Pasal 3 kerap dijadikan alasan untuk membela
diri bagi penyelenggara negara yang mau menghindar dari Pasal 2 karena

hukumannya yang lebih berat. Selain Pasal 2 dan Pasal 3, Pasal — Pasal yang

112 Aloysius Wisnubroto. 2009, Teknis Persidangan Pidana. Universitas Atma Jaya Yogyakarta,
Yogyakarta, 2009, Him. 198
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berhubungan dengan suap juga dianggap menjadi penyebab terjadinya disparitas
putusan. Misalnya, Pasal 5 dan Pasal 12. Pidana minimal dan maksimal yang
diatur dalam Pasal 5 jauh lebih ringan dibandingkan dengan pidana minimal dan
maksimal dalam Pasal 12. Tidak ubahnya dengan studi pada Pasal 2 dan 3,
sejumlah kalangan menganggap Pasal 5 bisa dijadikan jalan keluar untuk

menghindari hukuman yang lebih berat.

] Faktor yang bersumber dari hakim itu sendiri

Problem disparitas juga bisa bersumber dari Hakim. Antara lain terjadi
karena adanya pemahaman ideologis yang beragam terhadap the philosophy of
punishment (nilai-nilai dasar atau falsafah penghukuman), setidaknya dalam
mengikuti aliran hukum pidana (aliran klasik atau aliran modern). Selanjutnya
dalam hukum pidana positif Indonesia, Hakim mempunyai kebebasan yang
sangat luas untuk memilih jenis pidana (stafsoort) yang dikehendaki,
sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif pengancaman pidana didalam

Undang-Undang.

Penulis berpendapat bahwa pembiaran terhadap keadaan seperti ini
dapat berakibat timbulnya sikap apatis di masyarakat.!''*Penulis sependapat
dengan Devi Darmawan yang menyatakan bahwa “disparitas pemidanaan
merupakan bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para

pencari keadilan. Masyarakat dapat membandingkan putusan hakim secara

13 Devi Darmawan, Problematika Disparitas Pidana dalam Penegakan Hukum
di Indonesia, 7 Oktober 2010. devidarmawan.wordpress.com, diakses 9 September 2021
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general dan menemukan bahwa disparitas telah terjadi dalam penegakkan
hukum di Indonesia

Vonis ringan pada disparitas pidana korupsi belum menyentuh rasa
keadilan masyarakat, terlebih lagi korupsi merupakan kejahatan luar biasa
yang melanggar hak ekonomi dan hak sosial masyarakat. Penanganan kasus
korupsi harus dilakukan secara luar biasa agar dapat memberikan efek jera
bagi pelaku dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.''*

Menurut Cheang, disparitas pidana (disparity of sentencing) yang
dimaksudkan disini adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak
pidana yang sama (the same offence) atau terhadap tindak-tindak pidana yang
sifat berbahayanya dapat diperbanbandingkan (offence comparable seriousness)
tanpa disertai dasar pertimbangan/penalaran yang sahih (valid reason)'!>.
Selanjutnya Jackson menambahkan, bahwa disparitas pidana juga dapat terjadi
pada pemidanaan yang berbeda terhadap dua orang atau lebih terdakwa yang
melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama (co-defendant)!'!® . Faktor
yang menimbulkan variasi / disparitas putusan pidana, antara lain'!":

- Pertama-tama faktor yang mungkin menonjol, adalah masalah

kepribadian Hakim, termasuk di dalamnya adalah masalah

mentalitas). Memang perlu diakui, bahwa banyak faktor lain yang

M4 Tama S. Langkun dkk, Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara
Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2014), Him. 33

115 Ibid, Hlm 58

116 Satjipto Raharjo,Teori Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2013, hlm 53

17 Balitbang Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kedudukan dan relevansi
yurisorudensi untuk mengurangi disparitas putusan pengadilan, 2010, hlm 212.
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mungkin mempengaruhi kepribadian seorang Hakim. Faktor faktor
tersebut mungkin merupakan “raw-input”, “instrumental- input” dan
“environmental-input”. Kalau masalahnya dibatasi pada “raw-input”
saja, maka persoalannya tidaklah sesederhana yang diduga. Agama,
suku bangsa, pendidikan informal dan faktor-faktor lainnya mungkin
berpengaruh secara terpisah atau secara simultan.

Yang kedua adalah masalah lingkungan, yang terutama menyangkut
lingkungan sosial. Faktor ini tidak hanya mempengaruhi kepribadian
Hakim, akan tetapi juga terhadap penjatuhan hukuman. Dalam arti
yang sangat luas, maka lingkungan sosial dapat mencakup ruang
lingkup yang sangat luas. Lingkungan sosial mungkin mencakup
faktor politik, ekonomi, dan seterusnya. Seorang Hakim sangat sulit
untuk secara sempurna menutup diri terhadap pengaruh faktor-faktor
tersebut. Kadang kadang, bahkan faktor-faktor tersebut mempunyai
pengaruh yang sangat dominan di dalam penjatuhan hukuman.
Kecuali dari hal yang dijelaskan diatas, maka faktor ketiga adalah
unsur-unsur yang berkaitan langsung dengan proses peradilan.
Masing-masing unsur mempunyai kepribadian tersendiri dan
mungkin ada pengaruh yang kuat dari atasan yang sangat
menentukan pelaksanaan peranannya dalam proses peradilan
tersebut. Kenyataan tersebut sulit untuk disangkal, dan harus
dipertimbangkan secara saksama, oleh karena merupakan salah satu

penyebab terjadinya variasi dalam penjatuhan hukuman.
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Menurut hakim Pengadilan Negeri Jambi, Yandri Roni SH, MH.
mengatakan bahwa :

“Disparitas adalah ~ kebebasan  yang  diberikan = Undang-Undang
kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan, walaupun
putusan tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang
»118

lain.

k. Tidak ada panduan bersama

Setelah ditinjau faktor penyebab disparitas pidana yang bersumber
kepada hukum sendiri, yang disatu pihak sebenarnya secara ideologis dapat
dibenarkan, tetapi di lain pihak mengandung kelemahan-kelemahan berhubung
dengan adanya ‘“judicial discretion” yang terlalu luas karena tidak adanya

“sentencing standard”.'"

Menurut hakim Pengadilan Negeri Jambi, Yandri Roni SH, MH.

mengatakan bahwa : 12°

“penyebab terjadinya disparitas adalah keyakinan hakim itu sendiri dan itu telah diatur
dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman karena
Undang-Undang mendukung itu karena hakim memberikan kebebasan sesuai dengan
keyakinan diri-sendiri saat hakim menilai A bersalah yang B tingkat kesalahannya kecil
maka hakim memberikan hukuman B lebih ringan dibandingkan yang A jadi faktor

keyakinan hakim sangat berperan penting penyebab terjadinya disparitas sebagai contoh

118 Wawancara dengan Yandri Roni SH,MH, Hakim Pegadilan Negeri Jambi, pada
tanggal 24 agustus 2021, Pukul 11.32 WIB

119 Balitbang Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kedudukan dan relevansi
yurisorudensi untuk mengurangi disparitas putusan pengadilan, 2010, halaman 181

120 Wawancara dengan Yandri Roni SH,MH, Hakim Pegadilan Negeri Jambi, pada
tanggal 24 agustus 2021, Pukul 11.32 WIB
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kasus racun sianida jesica sama mirna bukti tidak ditemukan akan tetapi hakim yakin
kalo jesica bersalah dan ditetapkan bersalah, dan begitupun kasus disparitas biarpun
meraka melakukan kegiatan bersalah bersama-sama tapi hakim yakin kalo yang ini

perbuatan dianya lebih merugikan maka dihukum lebih berat”

Hasil penelusuran sementara di lapangan hanya Mahkamah Agung yang
memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya disparitas putusan. Sedangkan
aparat penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan dan KPK belum memiliki
kebijakan internal terkait dengan upaya pencegahan terjadinya disparitas
putusan. Tepat pada tanggal 29 Desember 2009 Mahkamah Agung
menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 14 Tahun 2009
Tentang Pembinaan Personil Hakim. Secara substantif, Surat Edaran ini berisi
tiga hal. Pertama, dalam upaya pembinaan para Hakim Tinggi agar secara

periodik diadakan diskusi mengenai masalah-masalah hukum.

Kedua, adanya Pembinaan terhadap para hakim tingkat pertama. Dan
Ketiga, langkah-langkah yang dimaksud sebagaimana pada poin pertama dan
kedua tidak membatasi hakim dalam menemukan inovasi baru dalam
melakukan pembinaan. Menariknya, dalam poin 2 terkait dengan pembinaan
terhadap para Hakim tingkat pertama, diperintahkan pula agar Para Ketua
Pengadilan Tingkat Banding hendaknya menjaga terjadinya disparitas
putusan'?!. Menjaga terjadinya disparitas maksudnya adalah, permintaan
kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding untuk mengurangi terjadinya

disparitas pemidanaan dalam pemberian putusan. Surat edaran ini hendaknya

121 Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2009, Nomor Surat 13/Bua.6/Hs/SP/X11/2009
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bisa dijadikan pintu masuk untuk menghindari terjadinya disparitas putusan.
Hanya saja, secara teknis belum diaturnya pedoman penjatuhan pidana

(statutory guidelines for sentencing atau straftoemetingsheidraad).

Menurut hakim Pengadilan Negeri Jambi, Yandri Roni SH, MH. mengatakan

bahwa :'%?

“Disparitas tidak bisa dihapuskan karena negara Indonesia sangat mendukung
dengan Kekuasaan Kehakiman memberikan Kekuasaan tertinggi kepada hakim tapi
bisa diperkecil kemungkinan terjadinya dispaaritas dengan adanya aturan batasan

tertentu dan itu belum bisa dilakukan sekarang karena belum ada aturan tersebut”

Menurut penulis disparitas di Indonesia tidak bisa dihapuskan karena di
Indonesia peraturan untuk memutuskan suatu pekara sudah mutlak dan diatur

dalam Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

122 Wawancara dengan Yandri Roni SH,MH, Hakim Pegadilan Negeri Jambi, pada
tanggal 24 agustus 2021, Pukul 11.32 WIB
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BABV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat

menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam putusan
hakim antara lain adalah adanya pertimbangan yang harus
diperhatikan oleh hakim sebelum ia menjatuhkan putusan terutama
berkaitan dengan hal-hal yang meringankan terdakwa, selain itu
adalah falsafah hakim dalam menjatuhkan pemidanaan berbeda-beda,
apakah hakim itu menganut falsafah pemidanaan pembalasan atau
sebagai pembinaan.

2. Faktor-faktor mempengaruhi disparitas berdasarkan kepada beberapa
hal yaitu:

a. Faktor perundang-undangan
b. Faktor jaksa penutut umum
c. Faktor majelis hakim

d. Faktor yang besumber perstiwa pidana



134

Bahwa putusan No. 2/PID.SUS-TPK/2020/PN.JMB Dan putusan
No. 20/PID.SUS-TPK/2020/PN.JMB sudah sesuai dengan landasan yang
dipakai untuk pertimbangan hakim tapi penulis melihat ketidakadilan
dalam vonis yang dijatuhkan karena Pasal dan tingkat kerugian negara
yang dilakukan sama tetapi pidana yang dijatuhkan berbeda yang akan
menimbulkan berbagai persepsi dalam masyarakat tentang keadilan itu

sendiri.

B. SARAN

Dari hasil pengkajian DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK PENGASPALAN JALAN
PAKET 10 DI PENGADILAN TIPIKOR JAMBI (Studi Kasus NO. 2/PID.SUS-
TPK/2020/PN.JMB Dan No. 20/PID.SUS-TPK/2020/PN.JMB) maka penulis
akan menyampaikan beberapa saran yang bersifat membangun guna
penyempurnaan kearah yang lebih baik untuk menjaga ekstensi sesuatu lembaga

peradilan. Saran- saran yang dikemukan oleh penulis adalah :

1. Diperlukan adanya suatu pendoman bagi hakim yang kemungkinan
dapat digunakan bagi hakim dalam menjatuhkan pidananya guna
mengecil adanya disparitas pemidanaan, karena didalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana yang kitaanut, hanya mengatur
tentang batas maksimum dan minimum pidana bukan pidana yang

pas , sehingga kemungkinan terjadinya disparitas pidana yang sangat
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besar, dengan adanya suatu pendoman diharapkan mampu
meminimalkan adanya disparitas pidana.

. Hakim dalam menjalankan kewenangan berdasarkan yang telah
diatur dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan
kehakiman, dalam menjatuhkan pidana harus berdasarkan
pertimbangan, pembuktian, fakta dan memikirkan tujuan
pemidanaan.  Apabila  hakim  menjalakan = kewenangannya
sebagaimana diatur dalam undang-undang diharapkan mampu

mewujudkan tujuan hukum negara kita
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